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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
Kegagalan merupakan keberhasilan yang tertunda.Namun demikian, keberhasilan 
tidak kunjung datang jika kita tidak mampu menyikapi kegagalan yang ada.     
(Penulis) 
Allah tidak selalu mengabulkan segala permohonan kita,tetapi Allah akan 
menjadikan segala sesuatu yang terbaik dan terindah pada waktunya untuk kita.    
(Penulis) 
Bersukacitalah dalam pegharapan,sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam 
doa.        
(Roma 12 : 12) 
Janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apapun juga, tetapi nyatakan dalam 
segala hal keinginanmu kepada  Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan 
syukur.  
 (Filipi 4:6) 
 
Penulisan hukum (skripsi)  ini penulis persembahkan kepada: 
Y Papa dan Mama tercinta 
Y Adik-adikku Yohana,Nico,Agustinus 
Y Sahabatku semua 







Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Bapa Yang Maha Kasih 
yang telah memberikan anugerah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat 
menyelesaikan Penulisan Hukum (skripsi) dengan judul ‘‘STUDI KOMPARASI 
TENTANG TUGAS DAN KEWENANGAN DPR MENURUT UUD 1945 DAN 
KONSTITUSI RIS 1949, UUDS 1950 DAN UUD 1945 SETELAH AMANDEMEN 
SERTA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DAN CARA MENGATASINYA”. 
 
Penulisan Hukum (skripsi) ini, membahas tentang pelaksanaan sistem 
ketatanegaraan Indonesia menurut UUD 1945 pada awal kemerdekaan hingga 
sekarang. Untuk mengetahui kedudukan DPR menurut UUD 1945 Konstitusi RIS 
1949, UUDS 1950 dan UUD 1945 setelah amandemen. mengetahui wewenang dan 
hak DPR menurut UUD 1945 Konstitusi RIS 1949, UUDS 1950 dan UUD 1945 
setelah amandemen kemudian permasalaan yang timbul dan cara mengatasinya 
karena belum banyak peneliti atau penulis yang mengkaji tentang komparasi hak dan 
kewenangan DPR ini, Oleh karena itu, dalam penyusunan Penulisan Hukum (skripsi) 
ini, penulis berusaha untuk mengumpulkan berbagai informasi tentang Wewenang 
dan Hak DPR melalui studi kepustakaan. Sebagian besar masyarakat (kalangan 
akademisi, mahasiswa dan praktisi hukum) juga banyak yang belum mengenal dan 
paham mengenai Komparasi Hak dan Kewenangan DPR. Walaupun dengan data dan 
informasi yang terbatas, penulis berusaha menyelesaikan Penulisan Hukum (skripsi) 
ini sebagai informasi awal tentang Wewenang dan Hak DPR menurut UUD 1945 dan 
Konstitusi RIS 1949, UUDS 1950 dan UUD 1945 setelah Amandemen serta 
permasalahan yang timbul dan cara mengatasinya.  
 
Penulis menyadari bahwa dalam Penulisan Hukum (skripsi) ini terdapat 
banyak kekurangan, untuk itu penulis dengan besar hati menerima kritik dan saran 
yang membangun sehingga dapat memperkaya isi Penulisan Hukum (skripsi) ini. 
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Dalam kesempatan ini pula, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada 
semua pihak yang telah membantu baik meteriil maupun non materiil sehingga 
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 Penelitian ini bertujuan untuk  meneliti dan mengetahui tentang kewenangan 
dan hak DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) Menurut Undang-undang yang pernah 
berlaku di Indonesia mulai dari awal kemerdekaan sampai dengan sekarang, 
Bagaimana hambatan dan cara mengatasinya dalam kewenangan dan hak yang di 
miliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat. 
Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat diskriptif dan apabila dilihat 
dari tujuannya termasuk penelitian hukum normatif. Jenis data yang digunakan adalah 
data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan yaitu melalui penelitian 
kepustakaan, baik buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, 
dan sebagainya. Analisis data menggunakan analisis kualitatif dengan model interatif. 
Berdasarkan penelitian yang penulis teliti bahwa peran DPR (Dewan 
Perwakilan Rakyat) atau lembaga-lembaga eksekutif negara dari tahun ke tahun atau 
dari perperiode bertambah baik, Karena telah terjadi perubahan-perubahan dalam 
Undang-undang yang mengarah pada perbaikan struktur ketatanegaraan 
Indonesia.Periode berlakunya UUD 1945, 18 agustus 1945- 27 desember 1949 Dalam 
kurun waktu 1945-1950, UUD 1945 tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya karena 
Indonesia sedang disibukkan dengan perjuangan mempertahankan kemerdekaan. 
Maklumat Wakil Presiden Nomor X pada tanggal 16 Oktober 1945 memutuskan 
bahwa KNIP diserahi kekuasaan legislatif. Undang-Undang Dasar Sementara 
Republik Indonesia Serikat, atau lebih dikenal dengan UUD RIS atau Konstitusi RIS 
adalah konstitusi yang berlaku di negara Republik Indonesia Serikat sejak tanggal 27 
Desember 1949 (yakni tanggal diakuinya kedaulatan Indonesia dalam bentuk RIS) 
hingga diubahnya kembali bentuk negara federal (RIS) menjadi negara kesatuan pada 
tanggal 17 Agustus 1950. Sejak tanggal 17 Agustus 1950, konstitusi yang berlaku di 
Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia, atau dikenal 
dengan sebutan UUDS 1950 Periode terbentuknya UUDS 1950 merupakan tahap 
awal kerja dari sebuah badan legislatif, yaitu DPR. Dalam konfigurasi yang demikian 
tampak bahwa partai-partai politik memegang peran yang dominant dalam proses 
perumusan kebijakan Negara melalui wadah konstitusionalnya (parlemen) yang biasa 
disebut dengan lembaga legislatif. Periode kembalinya ke UUD 1945, 5 juli 1959-
1966 Karena situasi politik pada Sidang Konstituante 1959 dimana banyak saling 
tarik ulur kepentingan partai politik sehingga gagal menghasilkan UUD baru, maka 
pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Sukarno mengeluarkan Dekrit Presiden yang salah 
satu isinya memberlakukan kembali UUD 1945 sebagai undang-undang dasar, 
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menggantikan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 yang berlaku pada waktu itu. 
Pada masa ini, terdapat berbagai penyimpangan UUD 1945, diantaranya:Presiden 
mengangkat Ketua dan Wakil Ketua MPR/DPR dan MA serta Wakil Ketua DPA 
menjadi Menteri Negara, MPRS menetapkan Soekarno sebagai presiden seumur 
hidup, Pemberontakan Partai Komunis Indonesia melalui Gerakan 30 September 
Partai Komunis Indonesia.  
Implikasi teoritis penelitian ini adalah adanya perubahan undang-undang 
Dasar Amandemen saat ini kearah yang lebih baik lagi. Sedangkan implikasi 
praktisnya adalah hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai rekomendasi Kewenangan 
lembaga negara agar lebih optimal dalam menjalankan tugasnya dalam rangka 




























A.   Latar Belakang Masalah 
  Dalam setiap tata hukum suatu negara akan selalu dikemukakan satu 
bagian yang secara khusus mengatur ketentuan-ketentuan mengenai 
keorganisasian negara, bagian ini disebut konstitusi atau Undang-undang  Dasar. 
Fungsi lembaga konstitusi atau Undang-undang Dasar ini dimaksudkan sebagai 
barometer untuk menjaga adanya kepastian hukum di dalam praktek 
penyelenggaraan negara. Seperti halnya dengan negara-negara lain, negara 
Republik Indonesia juga mempunyai konstitusi atau Undang-undang Dasar. 
Undang-undang Dasar Republik Indonesia ditetapkan pada tanggal 18 agustus 
1945, oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), sehari sesudah 
proklamasi kemerdekaan tanggal 17 agustus 1945.  
 
Penulisan sejarah ketatanegaraan Indonesia, khususnya sejarah tentang 
penyusunan Undang-undang Dasar 1945 hanya dengan semangat kekeluargaan, 
persatuan dan kesatuan, dan dengan menempatkan kepentingan bangsa di atas 
kepentingan golongan ahirnya pemimpin bangsa Indonesia pada waktu itu dapat 
mewujutkan sebuah konstitusi  bangsa Indonesia, yang sekarang kita kenal 
dengan Undang-undang Dasar 1945. Sesuai dengan apa yang dikemukakan di atas 
maka di dalam penjelasan umum Undang-undang Dasar 1945 ditemukan 
ketentuan bahwa: “Undang-undang Dasar suatu negara ialah hanya sebagian dari 
hukumnya dasar dari negara itu. Undang-undang Dasar ialah hukum dasar yang 
tertulis, sedang disamping Undang-undang Dasar itu berlaku juga hukum dasar 
yang tidak tertulis, ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam 
praktek penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis” (Dahlan Thaib, SH, 
1 
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1994 : 44). UUD 1945 disahkan sebagai undang-undang dasar negara oleh PPKI 
pada tanggal 18 Agustus 1945. Sejak tanggal 27 Desember 1949, di Indonesia 
berlaku Konstitusi RIS, dan sejak tanggal 17 Agustus 1950 di Indonesia berlaku 
UUDS 1950. Dekrit Presiden 5 Juli 1959 kembali memberlakukan UUD 1945, 
dengan dikukuhkan secara aklamasi oleh DPR pada tanggal 22 Juli 1959. Periode 
berlakunya  UUD 1945, 18 agustus 1945- 27 desember 1949 Dalam kurun waktu 
1945-1950, UUD 1945 tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya karena Indonesia 
sedang disibukkan dengan perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Maklumat 
Wakil Presiden Nomor X pada tanggal 16 Oktober 1945 memutuskan bahwa 
KNIP diserahi kekuasaan legislatif, DPR belum terbentuk.Tanggal 14 November 
1945 dibentuk Kabinet Semi-Presidensiel ("Semi-Parlementer") yang pertama,  
Sehingga peristiwa ini merupakan perubahan.  
 (www.sejarahketatanegaraanindonesia,Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia 
bebas 2008 ) 
Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia Serikat, atau lebih 
dikenal dengan UUD RIS atau Konstitusi RIS adalah konstitusi yang berlaku di 
negara Republik Indonesia Serikat sejak tanggal 27 Desember 1949 (yakni 
tanggal diakuinya kedaulatan Indonesia dalam bentuk RIS) hingga diubahnya 
kembali bentuk negara federal (RIS) menjadi negara kesatuan pada tanggal 17 
Agustus 1950. Sejak tanggal 17 Agustus 1950, konstitusi yang berlaku di 
Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia, atau 
dikenal dengan sebutan UUDS 1950 Periode terbentuknya UUDS 1950 
merupakan tahap awal kerja dari sebuah badan legislatif, yaitu DPR. Dalam 
konfigurasi yang demikian tampak bahwa partai-partai politik memegang peran 
yang dominant dalam proses perumusan kebijakan Negara melalui wadah 
konstitusionalnya (parlemen) yang biasa disebut dengan lembaga legislatif.  
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Periode kembalinya ke UUD 1945, 5 juli 1959-1966 Karena situasi politik 
pada Sidang Konstituante 1959 dimana banyak saling tarik ulur kepentingan 
partai politik sehingga gagal menghasilkan UUD baru, maka pada tanggal 5 Juli 
1959, Presiden Sukarno mengeluarkan Dekrit Presiden yang salah satu isinya 
memberlakukan kembali UUD 1945 sebagai undang-undang dasar, menggantikan 
Undang-Undang Dasar Sementara 1950 yang berlaku pada waktu itu. 
Pada masa ini, terdapat berbagai penyimpangan UUD 1945, diantaranya: 
1. Presiden mengangkat Ketua dan Wakil Ketua MPR/DPR dan MA serta 
Wakil Ketua DPA menjadi Menteri Negara 
2. MPRS menetapkan Soekarno sebagai presiden seumur hidup 
3. Pemberontakan Partai Komunis Indonesia melalui Gerakan 30 September 
Partai Komunis Indonesia 
Peran DPR pada masa itu hanya sebatas memberikan persetujuan terhadap 
segala sesuatu yang diajukan oleh presiden .sebagai lembaga eksekutif, sehingga 
periode ini cenderung berkutat pada "eksekutif heavy" yaitu terbukti bahwa pada 
masa pemerintahannya, Soekarno memiliki kekuasaan yang luas di bidang 
eksekutif, legislative dan yudikatif. Oleh karena itu presiden bisa mengeluarkan 
berbagai kebijakan yang bertentangan dengan konstitusi, seperti masa 
pemerintahan demokrasi terpimpin dengan pengangkatan presiden seumui hidup. 
Periode UUD 1945 masa orde baru 11 maret 1966- 21 mei 1998 Pada masa Orde 
Baru (1966-1998), Pemerintah menyatakan akan menjalankan UUD 1945 dan 
Pancasila secara murni dan konsekuen. Namun pelaksanaannya ternyata 
menyimpang dari Pancasila dan UUD 1945 yang murni, ini dibuktikan sebagai 
contoh lahirnya UU.No.1/1985 (tentang Pemilu), UU.No.2/1985(tentang Susduk 
MPR/DPR), dan UU.No.3/1985 (tantang Parpol dan Golkar). (Sobirin 
Malian,2001), pada masa Orde Baru, UUD 1945 juga merupakan konstitusi yang 
sangat "sakral", diantaranya diwujudkan dengan peraturan-peraturan seperti : 
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1. Ketetapan MPR Nomor I/MPR/1983 tentang Referandum yang 
menyatakan bahwa MPR berketetapan untuk mempertahankan UUD 
1945, tidak berkehendak akan melakukan perubahan terhadapnya 
2. Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1983 tentang Referendum yang antara 
lain menyatakan bahwa bila MPR berkehendak mengubah UUD 1945, 
terlebih dahulu harus minta pendapat rakyat melalui referendum. 
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Referendum, yang 
merupakan pelaksanaan TAP MPR Nomor IV/MPR/1983  
Masa orde baru tak jauh berbeda dengan orde lama. Rezim orde baru yang 
dipimpin oleh Soeharto memiliki karakteristik yang tak jauh berbeda dengan 
Soekarno. Hal ini masih terlihat pada pola eksekutif heavy, di mana kekuasaan 
eksekutif masih mendominasi roda pemerintahan. Pada awalnya orde baru 
memulai langkahnya secara demokratis, tetapi lama kelamaan terbentuk 
konfigurasi yang cenderung menyimpang. Peran eksekutif sangat dominan, 
kehidupan pers dikendalikan. Legislatif dicirikan sebagai lembaga yang lemah 
karena perannya dikendalikan oleh eksekutif. Reformasi pasca orde baru 
membawa angin segar dan perubahan dalam ketatanegaraan RI di mana telah 
terjadi sebuah perubahan (amandemen) UUD 1945 yang awalnya sangat 
disakralkan oleh rezim orde baru karena pada masa itu presiden tidak hanya 
sebagai lembaga eksekutif saja, tetapi juga menguasai lembaga yudikatif dan 
legislatif yang didominasi oleh TNI dan salah satu partai yaitu Golkar. Masa 
Soeharto tersebut tidak ada proses check and balances dalam ketatanegaraan RI. 
Sebagai contoh UUD 1945 memuat pasal-pasal yang bersifat multitafsir secara 
berbeda-beda namun dalam implementasinya tafsir presidenlah yang diterima 
sebagai kebenaran(Moh. Mahfud MD,1999 : 44).  
 
Terjadinya perubahan Undang-Undang Dasar yang dilakukan oleh MPR 
(Majelis Permusyawaratan Rakyat) berhubungan dengan perumusan kaidah 
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konstitusi sebagai kaidah hukum negara tertinggi, serta adanya dorongan untuk 
memperbaharui atau mengubah UUD 1945 sebagai subsistem tatanan konstitusi 
yang sesuai dengan staadside yaitu mewujudkan Negara konstitusi seperti 
tegaknya demokrasi, negara berdasarkan hukum menjunjung tinggi hak-hak asasi 
manusia, kekuasaan kehakiman yang merdeka, serta keadilan sosial bagi seluruh 
rakyat Indonesia. Perubahan konstitusi tersebut tidak hanya karena pengaruh 
konstelasi politik saja, tetapi juga tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk turut 
serta mengawasi pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Satjipto 
Raharjo (1986 : 99) menjelaskan bahwa perubahan pada hukum baru akan terjadi 
apabila unsur-unsurnya saling melengkapi. Unsur-unsur tersebut adalah : 
pertama, keadaan baru yang timbul, dan kedua, kesadaran akan perlunya 
perubahan pada masyarakat yang bersangkutan  itu sendiri.  
 
Kemajuan dalam berbangsa dan bernegara sejak jatuhnya rezim Soeharto 
dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu : 
a.  Sejak jatuhnya Soeharto, bangsa Indonesia tidak lagi memiliki seorang 
pemimpin yang sentral dan menentukan, sehingga muncullah pusat-pusat 
kekuasaan baru yang sewaktu-waktu dapat digugat dan dapat diturunkan dari 
kekuasaannya yang monopolistic. 
b.   Lahirnya kehidupan liberal yang berpengaruh dalam proses politik yang 
liberal pula 
c. Reformasi politik telah mempercepat pencerahan politik rakyat walaupun tidak 
merata. 
d.  Pada tataran lembaga tinggi negara, kesadaran untuk memperkuat proses check 
and balances antara cabang-cabang kekuasaan. 
e.  terjadinya perubahan UUD 1945 untuk mewujudkan kembali pelaksanaan 




Proses check and balances mulai diterapkan dengan aturan yang jelas 
setelah proses amandemen UUD 1945 dengan bentuk memperluas wewenang 
DPR dalam persetujuan terhadap beberapa agenda negara yang dilakukan 
pemerintah, seperti menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian 
dengan negara lain ataupun dalam membuat perjanjian internasional lainnya, 
serta pelaksanaan fungsi legislatif (membentuk undang-undang, mengawasi 
pemerintah, menetapkan APBN, dan lain sebagainya).  
 
Oleh karena masih banyak orang awam yang belum mengetahui tentang 
hal-hal tersebut di atas, maka penulis akan membahas lebih dalam lagi dengan 
mengambil judul “STUDI KOMPARASI TENTANG TUGAS DAN 
KEWENANGAN DPR MENURUT UUD 1945 DAN KONSTITUSI RIS 1949, 
UUDS 1950 DAN UUD 1945 SETELAH AMANDEMEN SERTA 
PERMASALAHAN YANG TIMBUL DAN CARA MENGATASINYA”. 
 
B.   Rumusan Masalah  
Dari latar belakang tersebut di atas, maka dapat dirumuskan beberapa 
masalah sebagai berikut : 
1. Bagaimana perbandingan tugas dan kewenangan DPR dalam bidang Legislatif 
dan dalam bidang Budgetting ? 
2. Apa Permasalahan Dan Bagaimana Cara Mengatasi Tugas dan Kewenangan 
DPR dalam bidang Legislatif  Dan Budgetting ? 
 
C.   Tujuan Penelitian  
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Untuk mengetahui Bagaimana perbandingan tugas dan kewenangan DPR 
dalam bidang Legislatif  dan dalam bidang Budgetting. 
2. Untuk mengetahui Permasalahan Dan Bagaimana Cara Mengatasi Tugas dan 
Kewenangan DPR dalam bidang Legislatif  Dan Budgetting. 
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D.   Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Teoritis 
Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum 
pada umumnya dan hukum tata negara pada khususnya terutama mengenai 
STUDI KOMPARASI TENTANG TUGAS DAN KEWENANGAN DPR 
MENURUT UUD 1945 DAN KONSTITUSI RIS 1949, UUDS 1950 DAN 
UUD 1945 SETELAH AMANDEMEN SERTA PERMASALAHAN YANG 
TIMBUL DAN CARA MENGATASINYA. 
 
2. Manfaat Praktis 
a). untuk memberi jawaban atas masalah yang diteliti; 
b). untuk mengembangkan penalaran dan membentuk pola pikir yang dinamis 
sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu 
yang diperoleh. 
c). Untuk lebih memahami tentang Tugas dan kewenangan lembaga-lembaga 
negara khususnya DPR. 
d). Menambah pengetahuan baik penulis atau pembaca. 
 
E. Metode Penelitian 
Metode penelitian adalah cara yang teratur dan terpikir secara runtut dan 
baik dengan menggunakan metode ilmiah yang bertujuan untuk menemukan, 
mengembangkan dan guna menguji kebenaran maupun ketidakbenaran dari suatu 
pengetahuan, gejala atau hipotesis. 
 
Dalam penulisan penelitian huhum ini metode yang digunakan oleh 





1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif disebut juga 
penelitian doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini, acap kali hukum 
dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan 
(low in book) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang 
merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas (Amiruddin , 
2003 : 118). 
 
2. Jenis Data 
Jenis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian hukum ini  
adalah sebagai berikut:  
a. Data primer  
merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai 
otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, 
catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-
undangan dan putusan-putusan hakim ( Mahmud MZ, 2005 : 141). 
b. Data sekunder 
 berupa semua publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, 
kamus-kamus hukum, dan komentar-komentar atas putusan 
pengadilan (Mahmud MZ, 2005 : 141). 
 
3. Sumber Data  
Sumber data yang digunakan  oleh penulis dalam penelitian hukum ini 
adalah sebagai berikut:  
a. Sumber Data primer  





1. UUD 1945 
2. UUD RIS 1949  
3. UUDS 1950 
4. UUD 1945 Amandemen  
b. Sumber Data Sekunder 
Dalam penulisan hukum ini penulis menggunakan data sekunder yang 
terutama adalah buku teks karena buku teks  berisi mengenai prinsip-prinsip 
dasar Ilmu Hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang 
mempunyai kualifikasi tinggi. 
 
4. Pendekatan Penelitian 
Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan 
pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari beberapa aspek 
mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Menurut Prof. Dr. 
Peter Mahmud Marzuki, SH., MS., LL. M., pendekatan-pendekatan yang 
dipakai dalam penelitian hukum  adalah: 
a). Pendekatan Perundang-undangan (statue approach) 
b). Pendekatan Kasus (case approach) 
c). Pendekatan Historis (historical approach) 
d). Pendekatan Perbandingan (comparative approach) 
e). Pendekatan konseptual (conceptual approach)  
 
Pendekatan penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini 
adalah Pendekatan Perundang-undangan (statue approach) dan Pendekatan 
Perbandingan (comparative approach). 
 
5. Teknik Pengumpulan Data 
Didalam penelitian, pada umumnya dikenal tiga jenis alat 
pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau 
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observasi, dan wawancara atau interview. Ketiga tehnik tersebut dapat di 
pergunakan masing-masing, atau bersama-sama (Soerjono Soekanto, 1986 
:21). 
Sehubungan dengan jenis penelitian yang merupakan penelitian 
normatif, maka untuk memperoleh data-data tersebut di atas, maka digunakan 
teknik studi kepustakaan yaitu pengumpulan data dengan cara membaca dan 
mengkaji buku-buku dan bahan-bahan lainnya yang terkait dengan masalah 
yang diteliti dengan cara analisis isi guna memperoleh data-data sekunder. 
 
6. Teknik Analisa Data 
Tahap analisis data adalah tahap yang penting dan menentukan dalam 
suatu penelitian . Tehnik analisis data tidak dapat dipisahkan dari jenis data 
yang dikumpulkan dalam suatu penelitian.  Bahwa penelitian hukum bukan 
untuk menguji hipotesis. Konsekuensinya, kesimpulan yang ditarik dari 
penelitian hukum bukan menghasilkan diterima atau ditolaknya hipotesis. 
Dengan menggunakan bahan-bahan hukum dan bilamana perlu juga non-
hukum  sebagai penunjang, peneliti akan dapat menarik kesimpulan yang  
menjawab isu yang diajukan (Mahmud MZ, 2005 : 202).  
 
F. Sistematika Penulisan Hukum     
Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai keseluruan isi 
penulisan hukum ini maka perlu disajikan sistematika penulisan hukum 
sebagai berikut:  
 
Pada bab pertama tentang pendahuluan dikemukakan tentang latar 
belakang penulisan. Kemudian perumusan masalah yang membahas tentang 
masalah yang akan dibahas, selanjutnya tujuan penelitian yang dirumuskan 
sinkron dengan rumusan masalah, kemudian manfaat penelitian disini ada 
mangfaat teoritis yang berhubungan dengan pengembangan ilmu hukum dan 
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mangfaat praktis yang berkaitan dengan pemecahan masalah yang diteliti, 
kemudian selanjutnya metode penelitian yang berisi tentang jenis penelitian 
sifat penelitian,  pendekatan penelitian, jenis dan sumber data penelitian 
,tehnik pengumpulan data dantehnik analisis data. Yang terahir adalah 
sistematika penulisan hukum yang isinya antara lain substansi paparan dari 
bab I pendahuluan sampai dengan bab IV simpulan dan saran. 
 
Pada bab dua dikemukakan tentang tinjauan pustaka, yang 
didalamnya dijelaskan mengenai negara hukum, kemudian tentang pengertian 
demokrasi dari masing-masing periode, dan yang terahir tinjauan-tinjauan 
tentang pemisahan kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif, dan 
pengertian-pengertian yang berhubungan dengan pembahasan yang akan 
dibahas dan yang mendasari penulisan skripsi hukum ini, di sini dijelaskan 
beberapa kerangka teori yang berhubungan pula dengan penulisan skripsi ini. 
Semua permasalahan dalam skripsi ini akan dikaji secara ilmiah dengan 
mengacu pada nilai-nilai dan asas serta pendapat para ahli yang berkaitan 
dengan pokok permasalah yang diangkat dalam skripsi ini. 
 
Bab ketiga membahas tentang hasil penelitian, dimana pada bab ini 
penulis akan menjabarkan mengenai pokok permasalahan yang terdapat pada 
perumusan masalah yang di dalamnya dijelaskan secara rinci. yaitu akan 
dibahas tentang tugas dan kewenangan DPR dalam bidang legislatif dan  
tugas dan kewenangan DPR dalam bidang Budgeteting atau anggaran, dan 
yang kedua tentang permasalahan dan cara mengatasinya. 
 
Bab empat merupakan bab penutup. Pada bab ini memuat tentang 
kesimpulan dan saran-saran atas permasalahan yang telah diteliti dan telah 
penulis simpulkan yang berkaitan dengan permasalahan yang timbul dalam 





A. Kerangka Teori 
1. Tinjauan Umum Tentang Negara Hukum 
a) Pengetian Negara Hukum 
Negara hukum ialah negara yang seluruh aksinya didasarkan 
dan diatur oleh undang-undang yang telah ditetapkan semula dengan 
bantuan dari badan pemberi suara rakyat (Sudargo Gautama, 1983 : 9). 
 
Negara hukum diartikan sebagai negara dimana tindakan 
pemerintah maupun rakyatnya didasarkan atas hukum untuk mencegah 
adanya  tindakan sewenang-wenang dari pihak pemerintah (penguasa) 
dan tindakan rakyat yang dilakukan menurut kehendakanya sendiri 
(Sobirin Malian, 2001 : 36-37). 
 
b) Tipe  Negara Hukum 
Di Eropa dikenal dua tipe pokok negara hukum, yaitu (C.S.T. 
Kansil, 1984 : 83-84) : 
1. Tipe Anglo Saxon  
Tipe ini dianut oleh negara seperti Negara Inggris dan 
Negara Amerika, dan yang berintikan Rule of Law. negara hukum 
disini harus memenuhi dua syarat berikut : 
(a) Supremacy before the law 
Artinya, hukum diberi kedudukan yang tertinggi, 
hukum berkuasa penuh atas negara dan rakyat. 
Konsekuensinya, negara tidak dapat dituntut apabila bersalah 
“ The state can do no wrong “. Yang dapat dituntut hanyalah 
manusianya. Dalam hal ini negara tidak diidentikkan dengan 
12 
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pejabat negara, dengan demikian negara tidak dapat bersalah 
yang mungkin bersalah hanyalah pejabat negara dan dialah 
yang dapat dihukum. 
(b) Equality before the law 
Artinya, semua orang baik pejabat pemerintahan 
maupun masyarakat biasa adalah sama statusnya menurut 
pandangan hukum.  
 
Syarat-syarat dasar bagi pemerintahan yang demokratis di 
bawah konsep Rule of law yang lain adalah (A. Ahsin 
Thohari,2004 :49) :  
(a) Perlindungan konstitusional 
(b) Kekuasaan kehakiman yang babas dan tidak memihak 
(c) Pemilihan umum yang bebas  
(d) Kebebasan menyatakan pendapat 
(e) Kebebasan berserikat dan beroposisi  
(f) Pendidikan kewarganegaraan 
 
Sementara itu, menurut Franz Magnis Suseno menyebut 
empat syarat dalam gagasan negara hukum yang saling 
berhubungan satu sama lain, yaitu (A. Ahsin Thohari, 2004 : 49-
50) : 
(a)   Adanya asas legalitas yang berarti pemerintahan bertindak 
semata-mata atas dasar hukum yang berlaku 
(b)   Adanya kebebasan dan kemandirian kekuasaan kehakiman 
terutama dalam fungsinya untuk menegakkan hukum dan 
keadilan 
(c)   Adanya jaminan perlindungan terhadap hak-hak asasi 
manusia  
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(d)   Adanya pemerintahan berdasarkan konstitusi atau hukum 
dasar. 
 
2. Tipe Eropa Kontinental 
Tipe ini dianut oleh negara seperti Jerman, Belanda, 
Belgia, Skandinavia tipe ini berdasarkan kedaulatan hukum dan 
berintikan Rechtstaat. Dalam tipe negara hukum ini, hukumlah 
yang berdaulat. Hukum dipandang sebagai subyek hukum, dan 
apabila negara salah maka dapat dituntut dimuka pengadilan 
sebagaimana halnya dengan subyek hukum lain.  
 
c) Unsur Negara Hukum 
Menurut Fried Rich Julius Stahl, negara hukum secara formil 
harus mimiliki 4 (empat) unsur : 
(1) Perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. 
(2) Pemisahan atau pembagian kekuasaan.  
(3) Setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada peraturan 
perundang - undangan yang telah ada. 
(4) Adanya peradilan adsministrasi yang berdiri sendiri. 
Sementara itu menurut Albert Venn  Dicey, ada tiga unsur 
utama dibawah the rule of law yaitu ( Sobirin Malian, 2001: 38) 
(1) Supremacy of law 
Maksudnya, bahwa yang memiliki kekuasaan tertinggi di 
dalam sebuah negara  adalah hukum (adanya kedaulatan hukum) 
(2) Equality before the law  
Artinya, setiap orang sama dihadapan hukum, baik selaku 
pribadi maupun dalam kualifikasi pejabat negara. 
(3) Contitution based on individual right 
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Artinya, kontitusi itu tidak merupakan sumber dari hak-hak 
asasi manusia dan jika hak-hak asasi manusia itu diletakkan dalam 
konstitusi, maka hanya sebagai penegasan bahwa hak asasi itu 
harus dilindungi. 
 
Dari rumusan tersebut jelas mengisyaratkan bahwa pentingnya 
supremasi hukum atau kedaulatan hukum ditegakkan untuk mencegah 
terjadinya penyimpangan kekuasaan baik oleh pribadi maupun 
kelompok. 
 
d) Negara Indonesia Sebagai Negara Hukum 
Indonesia merupakan negara hukum hal ini dapat dilihat 
melalui Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Pembukaan 
Undang-Undang Dasar 1945 alinea pertama memuat  kata “peri 
keadilan”, dalam alinea kedua ada istilah “adil” dan “kemanusiaan 
yang adil”. Semua istilah ini mengindikasikan kepada pengertian 
negara hukum, karena bukankah salah satu tujuan negara hukum 
adalah untuk mencapai keadilan. Selain itu pula Negara Indonesia 
sebagai negara hukum secar tegas diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 
1945 amandemen. Hal ini berarti setiap pemegang kekuasaan negara 
dalam menjalankan tugas dan kewenangannya harus berdasarkan 
hukum yang berlaku. 
 
Negara Indonesia merupakan negara hukum. Hal ini dapat 
dilihat dari ditemukannya unsur-unsur negara hukum di Negara 
Indonesia yaitu:  
(1) Perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. 
(2) Pemisahan kekuasaan.  
(3) Setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada peraturan 
perundang - undangan yang telah ada. 
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(4) Adanya peradilan adsministrasi yang berdiri sendiri. 
Menurut R. Djokosutono, bahwa negara hukum di Indonesia 
menurut Undang-Undang Dasar 1945 adalah berdasarkan pada 
kedaulatan hukum. Hukumlah yang berdaulat. negara adalah 
merupakan subyek hukum. Hal ini dipengaruhi oleh konsep yang 
berasal dari Negara Belanda dimana Indonesia pernah dijajah Negara 
Belanda (C.S.T. Kansil, 1984 : 86). 
 
2. Tinjauan Umum Tentang Demokrasi 
a) Pengertian Demokrasi 
Istilah domokrasi berasal dari bahasa yunani demokratia, yang 
berasal dari kata Demos yang berarti rakyat dan Kratos yang berarti 
kekuasaan. Jadi kekuasaan rakyat, atau suatu bentuk pemerintahan 
Negara dimana rakyat berpengaruh diatasnya, singkatnya 
pemerintahan rakyat (CST Kansil, 1983 : 50). 
 
Demokrasi (democracie) adalah bentuk pemerintahan atau 
kekuasaan negara yang tertinggi dimana sumber kekuasaan tertinggi 
adalah kekuasaan rakyat yang terhimpun melalui suatu majelis yang 
dinamakan Majelis Permusyawaratan Rakyat. (Yan Pranadya Puspa, 
1977 : 295). Sementara itu menurut Abraham Lincoln, Demokrasi 
adalah suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat 
(Sobirin Malian, 2001 : 44) 
 
Demokrasi sesungguhnya adalah seperangkat gagasan dan prinsip 
tentang kebebasan, tetapi juga menyangkut seperangkat praktik dan 
prosedur yang terbentuk melaui sejarah panjang dan sering berliku-
liku. Pendeknya, Demokrasi adalah pelembagaan dari pembebasan 




Menurut Jimly asshidiqie, demokrasi yang mengharuskan 
kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi di tangan rakyat dapat 
mencakup bidang politik dan bidang ekonomi. Apabila kekuasaan itu 
berkenaan dengan bidang politik, maka sistem kekuasaan rakyat itu 
disebut demokrasi polirik. Begitu juga apabila menyangkut bidang 
ekonomi, maka disebut demokrasi ekonomi. Dengan demikian, istilah 
demokrasi disini, yakni demikrasi politik dan demokrasi ekonomi, 
harus dipahami sebagai konsep mengenai kedaulatan rakyat yang 
meliputi aspek politik dan ekonomi (Jimly asshidiqie, 1995 : 25). 
 
Dalam arti politis, demokarasi adalah suatu sistem politik dimana 
rakyat memegang kekuasaan tertinggi, bukan atas kekuasan raja atau 
kaum bangsawan. 
 
b) Demokrasi Di Indonesia 
Demokrasi merupakan salah satu konsep bagaimana suatu negara 
menjalankan pemerintahannya, berdasarkan pengalaman dalam 
bernegara pada masa lampau menjadikan demokrasi sebagai satu-
satunya konsep yang disepakati sebagai konsep yang terbaik. Hal itu 
pulalah yang menjadi pertimbangan sehingga Negara Indonesia 
menganut konsep demokrasi dalam menjalankan pemerintahannya. 
Namun konsep demokrasi di Indonesia juga mempunyai perbedaan 
dengan demokrasi pada umumnya. Di dalam demokrasi ada beberapa 
trade mark yang tampaknya disetujui dan menjadi keharusan didalam 
demokrasi yaitu : Pertama, adanya kedaulatan. Kedua, Adanya 
musyawarah untuk mencapai mufakat. Ketiga, Adanya tanggung 
jawab (Sulardi, 1999 : 6).  
 
 xxxi
Dalam konteks Indonesia, demokrasi mengandung dua arti. 
Pertama, demokrasi yang dikaitkan dengan sistem pemerintahan atau 
bagaimana caranya rakyat diikutsertakan dalam penyelenggaraan 
pemerintahan. Kedua,  demokrasi sebagai asas, yang mempengaruhi 
keadaan kultural, historis suatu bangsa sehingga muncul istilah 
demokrasi konstitusional, demokrasi rakyat dan demokrasi pancasila 
(Sobirin, 2001 : 46-47). 
 
Kehidupan demokrasi di Indonesia dirumuskan dalam Pasal 1 ayat 
(2) UUD 1945 Perubahan Keempat “Kedaulatan berada di tangan 
rakyat dan dilakukan menurut Undang-Undang Dasar”. 
 
Dalam hubungannya dengan pengertian  demokrasi, Sri Soemantri 
mengatakan (Sri Soemantri, 1971: 26) : 
“ kita telah mengetahui, bahwa demokrasi pancasila mempunyai dua 
macam pengertian, yaitu baik yang formal maupun yang material. 
Sebagai realisasi pelaksanaan demokrasi pancasila dalam arti formal, 
UUD 1945 menganut apa yang dinamakan Indirect democracy. Yang 
dimaksud dengan indirect democracy adalah suatu demokrasi dimana 
pelaksanaan kedaulatan rakyat itu tidak dilaksanakan oleh rakyat 
secara langsung melainkan melalui lembaga-lembaga perwakilan 
rakyat seperti DPR dan MPR. Sedangkan demokrasi pancasila dalam 
arti material merupakan pandangan hidup atau demokrasi sebagai 
falsafah bangsa (democracy in philosophy)”. 
 
Dari uraian tersebut diatas, jelas bahwa demokrasi yang 
dikembangkan mengacu pada nilai normatif konstitusi. Demokrasi 
merupakan gagasan yang dinamis (dynamic concept) dan tidak 
bermula dari ruang yang hampa. Demokrasi juga merupakan istilah 
yang ambigus. Pengertiannya tidak bersifat monolitik, sebab negara-
negara yang mengklaim diri sebagai negara demokrasi tidak 
mempunyai bentuk aplikasinya yang seragam. Apa yang dianggap 
sebagai demokrasi di negara-negara tertentu belum tentu dianggap 
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demokrasi di negara lain dan begitu pula sebaliknya. Negara dengan 
corak totaliter dan negara dengan corak liberal, misalnya, mempunyai 
perbedaan-perbedaan yang signifikan dalam mengimplementasikan 
nilai-nilai demokrasi. Konsep demokrasi sering kali mengalami 
manipulasi dan distorsi, khususnya di negara-negara totaliter, sehingga 
pemaksaan, penyiksaan dan pelanggaran terhadap hak-hak asasi 
manusia dianggap sebagai “dosa kecil” saja tanpa mengurangi tingkat 
kedemokratisannya, karena ditujukan untuk meyelamatkan rakyat 
secara keseluruhan. Dengan demikian, sekali lagi, meskipun asas 
demokrasi secara substantif telah disepakati, tetapi tidak ada konsep 
tunggal yang bersifat monopolitik pada tingkat implementasinya. 
 
Meskipun tidak ada konsep tunggal, tetapi demokrasi mempunyai 
elemen-elemen fundamental yang dapat digunakan sebagai parameter 
untuk mengukur dan menentukan tingkat implementasi nilai-nilai 
demokrasi dalam suatu negara, sehingga dapat menilai dan 
menentukan apakah sistem yang dibangun di dalam suatu negara dapat 
dikatakan demokratis atau tidak. Sedikitnya ada lima hal yang harus 
ada dalam negara yang menganut sistem demokrasi, yaitu: Pertama, 
pemerintahan yang bertanggung jawab. Kedua, Dewan Perwakilan 
Rakyat yang mewakili golongan-golongan dan kepentingan dalam 
masyarakat dan yang dipilih melalui pemilu yang bebas dan rahasia. 
Ketiga, terdapat lebih dari satu partai politik yang terus menerus 
mengadakan hubungan dengan masyarakat. Keempat terdapat pers dan 
media massa yang bebas menyatakan pendapat. Dan kelima, terdapat 




Demokrasi sebagai dasar hidup bernegara memberikan pengertian 
bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam 
masalah-masalah pokok yang berkaitan dengan kehidupannya 
termasuk dalam menilai kebijakan negara yang sangat berpengaruh 
terhadap kehidupan rakyat. Berkaitan dengan hal ini, Henry B. Mayo 
(1960), mengatakan bahwa sistem politik yang demokratis adalah 
sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas 
dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh 
rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas 
prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana 
terjaminnya kebebasan berpolitik (dikutip A. Ahsin Thohari, 2004 : 
48). 
 
Kekuasaan kehakiman yang merdeka (independent judiciary) 
bertujuan untuk menjamin hak-hak asasi dan mempertahankan 
keadilan merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam 
demokrasi. Dengan demikian apabila kekuasaan kehakiman dalam 
suatu negara telah terpengaruh oleh kekuasaan lain diluarnya atau 
telah memihak, maka dapat dipastikan negara tersebut tidak 
demokratis.  
 
c) Demokrasi pra Kemerdekaan 
Dalam kehidupan masyarakat Indonesia sudah jauh mengenal 
kehidupan demokrasi pada masyarakat nusantara, dalam sebuah 
masyarakat biasanya dikenal dengan kaum atau anang (bugis) atau 
marga (batak) yang anggotanya terikat satu sama dengan yang lainnya, 
secara perseorangan warga kaum adalah merdeka dan wajib 
menghormati, bahkan melindungi kemerdekaan sesama warganya. 
Tiap-tiap warga kaum mempunyai hak dan kedudukan yang sama, 
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sedangkan kepala kaum tidak mempunyai hak yang lebih dari 
kaumnya. Kemerdekaan, persaingan dari persaudaraan meskipun tak 
pernah dirumuskan merupakan dasar-dasar pokok kelangsungan kaum 
itu dan menjadi tabiat dasar dari kerakyatan dalam persekutuan kaum 
masyarakat nusantara. Menurut Matullada :  
"kalau demokrasi itu adalah bentuk pemerintahan sesuatu 
persekutuan yang berpemerintahan sendiri dalam hal mana sebagian 
besar warganya turut mengambil bagian, maka dalam persekutuan 
kaum ini, walaupun masih sederhana, ciri tersebut sudah ditemui”. 
(Mahfud M. D. 1993 : 31). 
 
dengan demikian temyata pada masyarakat purba nusantara sudah 
dikenal sistem hidup berkelompok yang demokratis. Sebelum 
kemerdekaan dalam rapat Volksraad tokoh H.O.S. Tjokroaminoto 
mengungkapkan pendapat dengan mengajukan mosi tentang 
pembentukan parlemen di negeri jajahan di Hindia Belanda yang ini 
merupakan hak demokratis bagi seluruh rakyat yang terjajah untuk 
meminta keterwakilan dalam segala kebijakan yang dikeluarkan, 
namun dengan konfigurasi politik pada masa itu yang sangat represif 
maka pendapat yang dikemukanan Tjokroaminoto menjadi bumerang 
dari sebuah organisasi pergerakan yaitu syarekat Dagang Islam (SDI), 
karena Tjokroaminoto merupakan pimpinan organisasi tersebut 
sehingga gerak organisasi tersebut tidak leluasa.  
 
d)  Demokrasi Pemerintahan Awal Kemerdekaan 
Pada periode 1945-1959 konfigurasi politik yang tampil adalah 
konfigurasi politik yang demokratis. Kehidupan politik pada periode 
ini dicirikan sebagai demokrasi liberal. Di samping itu terdapat juga 
momentum yang cukup berarti bagi perkembangan nasib demokrasi 
selanjutnya yaitu dengan dikeluarkannya Maklumat Pemerintah pada 
tanggal 3 November 1945 yang membuka kesempatan politik yang 
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seluas-luasnya kepada rakyat untuk mendirikan partai politik. 
Maklumat ini berangkat dari sebuah kesadaran bahwa kompetifitas 
partai akan mengajarkan masyarakat tentang demokrasi yang lebih 
terbuka. Hal tersebut dapat dimaknai dengan memperhatikan salah 
satu bunyi Maklumat tersebut adalah, "Pemerintah Menyukai partai-
partai politik, karena dengan adanya partai-partai itulah dapat dipimpin 
ke jalan yang teratur segala aliran paham yang ada dalam masyarakat". 
(Soehino 1983 : 26). 
 
Di dalam konfigurasi demikian tampak bahwa partai-partai 
memainkan peranan yang sangat dominan dalam proses perumusan 
kebijakan negara melalui wadah konstitusionalnya (parlemen) seiring 
dengan itu lembaga eksekutif berada berada pada posisi yang "kalah 
kuat" dibandingkan dengan partai-partai sehingga pemerintah 
senantiasa jatuh bangun dan keadaan politik berjalan secara tidak 
stabil. Kebebasan pers, bila dibandingkan dengan periode lainnya, 
dapat dikatakan berjalan dengan baik bahkan pada periode ini 
peraturan sensor dan pembredelan yang berlaku sejak zaman Belanda 
dicabut secara resmi. 
 
Dalam perjalanannya Konfererensi Meja Bundar (KIM) di Den 
Haag 1949 ditandai dengan pengakuan kedaulatan Indonesia, 
walaupun dalam bentuk konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS), 
tetapi tetap menimbulkan permasalahan konstitusional. meskipun 
secara substansial politik Republik Indonesia Serikat merupakan 
kemenangan bagi perjuangan nasional Indonesia, secara hukum 
Belanda berhasil memaksakan kehendaknya yang mengakibatkan 
kekacauan adminstrasi yang luar biasa. Karena itu, tidak 
mengherankan bahwa pada awal tahun 1950 sudah terlihat gejala-
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gejala yang mendorong pembentukan negara kesatuan. Maka 
kemudian dibentuklah UUD Sementara 1950 yang menandai 
kembalinya Indonesia kepada konsep negara kesatuan. Dan 
berakhimya sistem konstitusi RIS di Indonesia   
 
e) Demokrasi Parlementer 
Dalam UUDS !950, pemerintah dapat dijatuhkan oleh parlemen, 
sementara dalam UUD RIS pemerintah tidak dapat dijatuhkan oleh 
parlemen dan parlemen tidak dapat dibubarkan oleh presiden. 
Pengakuan terhadap kedaulatan rakyat pun digariskan secara tegas 
dalam UUDS 1950. Posisi presiden pun ditempatkan sebatas fungsi 
seremonial semata. Perjalanan sejarah demokrasi parlementer 
mencatat bahwa kehidupan politik khususnya yang berkaitan dengan 
kepartaian boleh dikatakan memperoleh peluang yang sangat besar 
untuk berkembang dengan dianutnya sistem multi partai.Mahfud M. 
D. (1998 : 89). Pemerintah pun tidak dapat melakukan campur tangan 
dalam hal rekruitmen pengurus atau pimpinan partai. Dan akhirnya, 
dalam sejarah Indonesia inilah penyelenggaraaan pemilihan umum 
yang paling demokratis yang menandai berfungsinya sistem demokrasi 
parlementer.  
 
Pemilihan umum yang diselenggarakan pada tahun 1955 
dimaksudkan untuk memilih anggota-anggota konstituante dan 
anggota DPR. Karena sifat UUDS 1950 yang sejak semula 
dimaksudkan untuk sementara maka keberadaan anggota konstituante 
yang dipilih berdasarkan pemilihan umum tersebut ditugaskan untuk 
menyusun UUD yang tetap sebagaimana ditugaskan dalam UUDS 
1950 dalam pasal 134 menyebutkan bahwa Konstituante (sidang 
pembuat Undang-Undang Dasar) bersama-sama pemerintah 
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menetapkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang akan 
menggantikan Undang-Undang Dasar Sementara 1950. 
 
Konstituante pada masa demokrasi parlementer merupakan pasang 
naik aspirasi demokrasi yang mewamai sejarah pembentukan negara 
Republik Indonesia. Hal ini didasari pada dua alasan, pertama, Majelis 
Konstituante merupakan perwujudan dari keinginan untuk memilki 
UUD definitif yang disusun o1eh rakyat karena anggotanya 
merupakan representasi seluruh rakyat Indonesia dengan berbagai latar 
belakang agama, suku, kepercayaan, ras termasuk masyarakat 
keturunan dan aliran ideologi. Kedua, bukan hanya wakil-wakilnya 
yang terpilih secara demokrastis, namun konstituante juga telah 
melewati proses dan prosedur perundingan secara demokratis pula. 
Bahkan semua fraksi telah menunjukkan komitmen yang  besar 
terhadap nilat-nilai demokrasi. (Jurnal hukum Vol.3 1996 : 86). 
 
Di samping itu salah satu kemajuan yang dicapai dalam 
pemerintah parlementer ini adalah diselenggarakannya otonomi daerah 
secara luas dengan berpijak pada landasan asas desentralisasi dalam 
mengatur hubungan kekuasaan antara pemerintah pusat dengan 
pemerintah daerah. Daerah memliki kebebasan yang luas dalam 
mengatur rumah tangganya sendiri. Hal tersebut tertuang jelas dalam 
Undang-Undang No. 1 tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan 
di Daerah. 
 
UUDS 1950 bahkan mengambil alih semua ketentuan mengenai 
hak-hak asasi manusia yang terdapat dalam UUD 1949 yang disusun 
berdasarkan Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia dari PBB 
tahun 1948, dan bahkan menambahkan ketentuan mengenai hak 
 xxxviii 
berdemonstrasi dan, hak mogok dalam pasal 21 yang tidak ada dalam 
UUD 1949 ataupun dalam Deklarasi Universal Hak-hak Asasi 
Manusia. Karena itu, kemerdekaan ke dalam arti kebebasan bagi 
rakyat di dalam negara. Indonesia pun mengalami kemajuan dalam 
UUDS 1950. 
 
Konfigurasi politik yang demokratis berakhir pada tahun 1959, 
ketika pada tangal 5 juli 1959 Presiden Soekamo mengeluarkan dekrit 
dengan pertimbangan bahwa badan konstituante tidak dapat 
menjalankan tugasnya dan konstitusi kembali ke UUD 1945. Dekrit 
yang isinya antara lain membubarkan Konstituante dan menyatakan 
kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Akhirnya penilaian bahwa 
Konstituante telah mengalami kegagalan tidak dapat terelakkan. 
Herbert Feith dalam karyanya The Decline of Constitution Democracy 
in Indonesia menyimpulkan bahwa kegagalan demokrasi parlementer 
adalah karena adanya dua gaya kepemimpinan antara kelompok 
solidarity makers dengan problem solver di kalangan elit 
pascakemerdekaan.  
 
Gagalnya konstituante menyusun konstitusi yang dimaksud adalah 
fakta sejarah yang belum pasti adanya, sebab hampir tidak ada bukti 
atas kegagalan tersebut. Kenyataan yang ada adalah Konstituante tidak 
mempunyai kesempatan untuk menyimpulkan pertimbangan yang 
mendalam pada masalah ini, sebab dengan adanya kesempatan itu 
bukan tidak mungkin Konstituante akan menuntaskan tugasnya. 
 
f)  Pemerintahan Demokrasi Terpimpin 
Dengan dikeluarkannya Dekrit yang kemudian dianggap sebagai 
jalan bagi tampilnya Demokrasi Terpimpin. Pada era Demorasi 
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Terpimpin yang berlangsung tahun 1959 sarnpai 1966 konfigurasi 
politik yang ditampilkan adalah konfigurasi yang otoriter.  
 
Goenawan Muhammad mengatakan bahwa gagasan demokrasi 
terpimpin Soekarno tersebut, dengan gayanya yang khas dan 
cenderung provokatif,  
"Dua puluh tujuh tahun yang lalu Bung Karno berseru, "Indonesia, 
carilah demokrasi sendiri!...... Ajaib. Tapi demikianlah, di tahun 1958, 
Bung Kamo menghadirkan sebuah demokrasi yang persegi bentuknya, 
dengan warna yang seperti batu rubi...... Benda berwama rubi itu 
kemudian disebut demokrasi terpimpin. Dan sang pejabat pun 
menjelaskan, bahwa "demekrasi terpimpin" itu benar-benar demokrasi 
kita sendiri, karena tumbuh dari suasana Indonesia yang khas, yakni 
"gotong royong" dan "kekeluargaan...... Bung Karno itu melihat bahwa 
bangsa Indonesia itu satu keluarga besar. Orang agama, orang 
nasionalis, orang komunis, katanya, adalah "alle leden van de famife”, 
baik di meja kerja maupun di meja makan.... ada yang berbisik bahwa 
Bung Karno salah membaca …Yang ia lihat adalah dirinya sendiri. 
Sebab bagaimana mungkin masyarakat Indonesia tak mengenal 
konflik?". (Goenawan Muhamad 1995 : 68-69). 
 
 
Dari ungkapan di atas tergambar bahwa betapapun secara definitif 
demokrasi terpimpin itu adalah konsep yang bagus tapi bukan berarti 
tanpa kritik dan sikap yang menolak konsep tersebut. Hal ini 
dikarenakan keraguan terpusatnya kekuasaan di tangan Soekarno akan 
dimungkinkan terjadinya diktatorisasi. Tak kurang dari tokoh partai 
Islam menyatakan protes keras terhadap konsep demokrasi terpimpin 
tersebut. tokoh dari partai Masyumi, Natsir mengatakan,  ........ bahwa. 
segala-galanya ada dalam demokrasi terpimpin itu, kecuali demokrasi. 
Segala-galanya mungkin mungkin ada, kecuali kebebasan jiwa.... 
Dalam istilah biasa yang semacam itu kita namakan diktator suatu 
diktator yang sewenang-wenang" (Mahfud M. D. 1998 : 58). 
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Di dalamnya Soekarno sebagai aktor utama dalam agenda politik 
nasional sehingga pemerintahan Soekarno pada era ini dicirikan 
sebagai rezim yang otorirer. Partai politik, kecuali partai Komunis 
Indonesia (PKI) mempunyai peran politik pada periode ini. Selain 
Soekarno , dua kekuatan politik yang berperan adalah Angkatan Darat 
dan PKI , tiga kekuatan politik tersebut saling memanfaatkan sekaligus 
saling bersaing, tetapi kekuatan terbesar terletak pada Soekarno. 
Presiden Soekamo mengatasi Lembaga-Lembaga Konstitusional, 
menekan partai-partai dan menutup kebebasan pers sambil sering 
membuat peraturan perundang-undangan yang secara konstitusional 
tidak dikenal seperti Penpres dan Perpres. 
 
Kegagalan demokrasi terpimpin juga terlihat dengan lemahnya 
peran legislatif dalam sisitem politik nasional karena Lembaga 
tersebut hanya menjadi instrumen politik dalam mendukung setiap 
tindakan politik Presiden Soekarno. Hal tersebut tak lain disebabkan 
proses rekruitmen anggota-anggota DPR-GR sangat bergantung pada 
keinginan presiden. Selain itu, Soekarno begitu leluasa menyingkirkan 
lawan politiknya khususnya politikus Islam dan sosialis dengan 
menjebloskan mereka ke dalam tahanan. Akibat sentralisasi kekuasaan 
yang berada di tangan presiden, kebebasan pers pun dalam 
perjalanannya sangat terkekang dan tereliminasi dengan banyaknya 
kasus pembredelan sejumlah surat kabar. Dalam hal konsep hubungan 
pemerintah Pusat dengan daerah, wajah kusam demokrasi terpimpin 
pun tak jauh berbeda. Konsep otonomi daerah seperti masa 
sebelumnya tidak dapat terlaksana sebagai akibat dari adanya 
sentralisasi kekuasaan tersebut. 
 
g)  Demokrasi dalam Pemerintahan Orde Baru 
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Pola konfigurasi kehidupan politik mengalami perubahan secara 
fundamental dan menyeluruh setelah pecahnya G30S/PKI yang dalam 
perjalanannya gagal mencapai tujuan semula yakni kudeta. Hal itu 
kemudian berakibat berakhirnya pemerintahan demokrasi terpimpin 
dengan Presiden Soekarno harus mempertanggung jawabkan kejadian 
tersebut dan ditudingnya PKI sebagai aktor utama dalam gerakan 
tersebut. Soeharto yang pada waktu itu memimpin Angkatan Darat 
berhasil mengambil alih keadaan dari pertentangan segi tiga antara 
Soekarno, PKI dan militer. Soeharto dengan mudah memberangus PKI 
dan tokoh-tokoh politik tersebut berikut pengikut-pengikutnya yang 
kemudian mengalami diskrimainasi politik berkepanjangan. 
 
Pada masa ini, atas logika pembangunan yang menekankan pada 
bidang ekonomi dan paradigma pertumbuhan, konfigurasi didesain 
untuk negara yang kuat yang mampu menjamin dan membentuk 
negara kuat kehidupan politk yang stabil sengaja diciptakan karena 
pembangunan ekonomi hanya akan berhasil jika didukung oleh 
stabilitas yang mantap. Pada awalnya Orde Baru memulai langkahnya 
secara Demokratis, tetapi lama kelamaan membentuk konfigurasi yang 
cenderung otoriter. Eksekutif sangat dominan, kehidupan pers 
dikendalikan, legislatif dicirikan sebagai lembaga yang lemah karena 
perannya masih dikendalikan oleh eksekutif dimana jalan yang 
ditempuh dengan Justifikasi melalui cara-cara konstitusional sehingga 
berjalan menuju otoritarinnya memang didasarkan pada peraturan 
yang secara "formal" ada dan dibuat. 
 
Hegemoni politik rezim Orde Baru begitu akut menghiasi 
perjalanan sejarah kehidupan politk dan ketatanegaraan Indonesia. Tak 
diragukan lagi, partisipasi dan aspirasi politik rakyat sedemikian 
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dipasung melalui mekanisme dan format politik yang dilegalkan. 
Dengan dalih kerangka pembangunan ekonominya, kehidupan atau 
masalah-masalah politik menjadi hal yang tabu untuk dibincangkan. 
Terpasungnya demokrasi, aspirasi dan partisipasi rakyat dalam 
konfigurasi politik orde baru sesungguhnya dapat diindikasikan dari 
beberapa hal antara adalah, perlama, sistem kepartaian yang 
dikembangkan pada masa orde baru hanya mengenal tiga partai politik 
saja termasuk (GOLKAR)  (Mahfud M. D. 1998 : 264).  “Kemunculan 
partisipasi politik rakyat lewat pendirian partai politik di samping 
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia 
(PDI) adalah sesuatu yang diharamkan orde baru. Kedua, pemasungan 
partisipasi dan aspirasi politik rakyat berlanjut pada saat pelaksanaan 
pemilihan umum. Pada masa orde baru penyelenggaraan pemilu tidak 
lebih dari sekedar ritual politik untuk memperkuat legitimasi 
kekuasaannya yang otoriter. Padahal penyelenggaraan pemilihan 
umum pada dasarnya bertujuan untuk menyerap aspirasi rakyat dengan 
memilih wakil-wakilnya yang akan duduk di parlemen. Orde baru 
berhasil melegalisasi setiap langkah politiknya yang penuh keculasan 
dan kecurangan dalam rumusan peraturan perundang-undangan 
khususnya undang-undang politik. Akhirnya peraturan perundang-
undangan berikut perangkat pemilihan umum telah sedemikian 
sistematis dimanipulasi sehingga hasil pemilihan umum  tidak 
mencerminkan keinginan dan aspirasi rakyat secara utuh. Ketiga, 
kekuasaan eksekutif yang sangat besar dalam menentukan arah dan 
kebijakan. Kekuasaan eksekutif menjadi tidak terbatas, intervensionis 
dan cenderung tidak, terkontrol. Besar dan kuatnya pengaruh dan 
peranan pemerintah (eksekutif) tersebut dapat dilihat dalam 
pembahasan peraturan perundang-undangan yang seluruhnya 
didominasi oleh keinginan politik pemerintah sebab lembaga legislatif 
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yang seharusnya berperan sudah menjadi tak berdaya di dalam 
genggaman pengaruh eksekutif. Keempat,  orde baru juga 
menampilkan diri menjadi bentuk pemerintahan yang getol melakukan 
pembatasan terhadap kebebasan dan kemerdekaan pers. Upaya 
pembredelan terhadap pers menjadi menu wajib dalam pemerintahan 
orde baru. Memang pada awal pemerintahannya, orde baru masih 
memberikan kebebasan terhadap pers namun hal itu tak berlangsung 
lama, sebab segera setelah format baru politik orde baru terbentuk 
maka kebebasan pers menjadi barang "haram". 
 
h)  Demokrasi Pasca Orde Baru 
Berakhirnya kekuasaan orde baru ditandai dengan mundurnya 
Soeharto sebagai presiden akibat tekanan demonstrasi besar-besaran 
mahasiswa Indonesia pada tahun 1998. Kejatuhan Soeharto sekaligus 
menandai sebuah babak baru dari proses reformasi. Bangsa Indonesia 
mulai memasuki babak baru khususnya dalam perkembangan 
demokrasinya. Pergantian kepemimpinan dari Soeharto kepada 
Habibie sempat memunculkan pro kontra antara yang mendukung dan 
medelegitimasi kepemimpinan Habibie, namun terlepas dari itu semua 
tak ada yang dapat menyangkal bila Presiden Habibie banyak 
memberikan kontribusi signifikan dan positif bagi perkembangan 
demokrasi di Indonesia. Pemerintahan transisi di bawah 
kepemimpinan Habibie telah menunjukkan proses transisi demokrasi 
yang demikian pesat. Hal itu ditandai dengan berbagai keputusan 
politik yang cukup responsif dari pemerintah di antaranya lahirnya UU 
Politik yaitu UU no. 2 tahun 1999, UU no. 3 tahun 1999 dan UU no. 4 
tahun 1999. Tak pelak keberadaan paket UU politik tersebut 
merupakan angin segar yang menjamin terlaksananya demokratisasi 
kehidupan politik di Indonesia. Sebab dengan paket UU politik 
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tersebut paling tidak akan terbuka kebebasan bagi setiap individu 
untuk berpartisipasi dalam politik secara aktif tanpa bayang-bayang 
hegemoni kekuasaan. 
Pergantian presiden dari Habibie kepada Abdurrahman Wahid 
mewarnai berlanjutnya proses transisi demokrasi di Indonesia. Pada 
masa pemerintahan Abdurrahman Wahid banyak perubahan-
perubahan telah dilakukan. Di sektor politik, Gus Dur boleh dikatakan 
berhasil membuka keran demokrasi lebih lebar daripada Orde Baru. 
Pers yang kian bebas,  Parlemen yang kuat dan independen. Namun 
tidak sedikit pula kalangan menilai rapor Abdurahaman di sektor 
politik kian memburuk ketika angin korupsi bertiup disekitar dirinya 
seperti kasus Bruneigate dan Buloggate. Dalam masalah hukum, 
prestasi Gus Dur juga bisa dikatakan tidak lebih baik dari presiden 
sebelumnya. (Tempo 2000 : 12-13). 
 
Transisi demokrasi terus berlanjut di Indonesia, pergantian 
Presiden lewat Sidang Istimewa yang menghantarkan Megawati 
Soekarnoputri menuju istana merupakan peristiwa politik yang cukup 
penting. Era transisi demokrasi di bawah pemerintahan Megawati pun 
tidak jauh berbeda dengan masa pemerintahan Abdurrahman Wahid. 
Jika kepemimpinan Gus Dur terus digugat dan didera tuntutan mundur 
akibat keterlibatannya dalam kasus kosupsi Bruneigate dan Buloggate 
meskipun hingga kini tidak terbukti maka Megawati terpaksa harus 
menerima tuntutan yang sama karena kedekatannya dengan IMF dan 
kebijakan-kebijakan yang pro-global dan cenderung tidak populer. 
 
Transisi politik menuju demokrasi selalu menempuh jalan panjang 
dan berliku, tak jarang dalam suasana penuh ketidakpastian. Philippe 
C. mengatakan: 
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"Bukan mustahil jika kemudian era transisi yang semestinya 
merupakan awalan terhadap proses demokrastisasi berbalik menjadi 
lonceng kematian terhadap proses tersebut. Karena secara empiris 
proses transisi tidak selamanya beralur dengan ending story yang baik, 
yaitu tegaknya sebuah sistem demokratis, tetapi ia juga bisa jatuh pada 
kondisi sangat buruk dan mengerikan. Setidaknya ada lima 
kemungkinan yang bisa terjadi dari suatu proses transisi demokrasi. 
Pertama, terbentuknya restorasi atau sistem otoriter dalam bentuk 
baru. Kedua, terjadi revolusi sosial yang disebabkan oleh menajamnya 
konilik-konflik kepentingan di tengah masyarakat. Ketiga, liberalisasi 
terhadap sistem otoriter, yang dilakukan oleh penguasa pasca masa 
transisi, dengan tujuan untuk mendapat dukungan politis dan 
mengurangi tekanan-tekanan masyarakat. Keempat, merupakan 
kebalikan dari yang ketiga, yaitu penyempitan proses demokrasi dari 
sistem liberal kepada demokrasi limitatif. Dan kelima, terbentuknya 
sistem pemerintahan yang demokratis" (Philippe C. 2003 : 67-68). 
 
Bila melihat proses transisi demokrasi di lndonesia maka 
pernyataan Philippe di atas akan menimbulkan perbedaan pendapat 
namun demi berlangsungnya proses transisi demokrasi di Indonesia 
maka perlu diambil langkah-langkah yang bijaksana. 
 
Seperti yang dikemukakan oleh Kusananto Anggoro yang 
menyatakan bahwa transisi menuju demokrasi selalu menempuh jalan 
panjang dan berliku, tak jarang dalam suasana penuh ketidakpastian. 
Bagi sistem pasca-otoriter, robohnya bangunan negara, atau sekurang-
kurangnya ketika bangunan negara tidak lagi dapat memainkan peran 
dengar, baik, di tengah kegalauan dan harapan masyarakat pada 
bangunan-bangunan yang menggantikannya, maka diperlukan 
pengelolaan sistem yang luar biasa kompleks introduksi institusi-
institusi baru untuk menggantikan yang lama merupakan tahap yang 
harus dilalui sebelum memasuki konsolidasi demokrasi (Kusananto 
Anggoro 2003 : 16). 
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Di Indonesia demokrasi mengalami kemjuan dengan diadakannya 
perniliban presiden secara langsung dimana seluruh warga negara 
dapat memilih presidenya secara langsung pada tahun 2004 dan keluar 
yang menjadi Presiden adalah Susilo Bambang Yudhoyono, yang 
dicalonkan oleh partai yang baru terbentuk dan baru pertama kali 
mengikuti pemilu. Namun dalam pemerintahan baru tersebut belum 
ada perubahan yang  sangat signifikan dalam pembangunan demokrasi 
di memberikan kebebasan berpendapat secara lisan dan tulisan dengan 
beberapa alasan  melakukan pola represif kepada mahasiswa yang 
melakukan aksi massa tentang 100 hari kepemimpinan Presiden Susilo 
Bambang Yudhoyono. (Kompas, 25 Januari 2005). 
 
3. Tinjauan Tentang Pemisahan Kekuasaan 
a) Tinjauan Umum Tentang Pemisahan Kekuasaan 
Teori pemisahan kekuasaan pertama kali dikemukakan oleh John 
Locke (1632-1704) dan Montesqueieu (1748). Menurut John Locke 
kemungkinan munculnya negara dengan konfigurasi politik totaliter bisa 
dihindari dengan membatasi kekuasaan negara. Kekuasaan negara harus 
dibatasi dengan cara mencegah sentralisasi kekuasaan ke dalam satu 
tangan atau lembaga. Menurut John Locke, hal ini dilakukan dengan cara 
memisahkan kekuasaan politik ke dalam tiga bentuk. Dalam bukunya 
yang berjudul Two Treatises on Civil Government (1690), John Locke 
memisahkan kekuasaan dari tiap- tiap negara dalam tiga kekuasaan yaitu 
(C.S.T. Kansil, 1984 : 67 - 68) : 
(1) Kekuasaan Legislatif yaitu Kekuasaan untuk membuat undang-
undang. 
(2) Kekuasaan Eksekutif yaitu Kekuasaan untuk melaksanakan undang- 
undang. 
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(3) Kekuasaan Federatif yaitu Kekuasaan mengadakan perserikatan dan 
aliansi serta segala tindakan dengan semua orang dan badan-badan 
diluar negeri.  
 
Ketiga cabang kekuasaan tersebut harus terpisah satu sama lain 
baik yang berkenan dengan tugas maupun fungsinya dan mengenai alat 
perlengkapan yang menyelenggarakannya. Dengan demikian, tiga 
kekuasaan tersebut tidak boleh diserahkan kepada orang atau badan yang 
sama unatuk mencegah konsentrasi dan penyalahgunaan kekuasaan olah 
pihak yang berkuasa. Dengan adanya kekuasaan yang telah terbatasi, 
pemegang kekuasaan tidak dapat dengan mudah menyalahgunakan 
kekuasaanya, karena ada mekanisme kontrol yang harus dilaluinya. 
Pembatasannya tersebut juga dimaksudkan agar hak-hak asasi warga 
negara lebih terjamin (A. Ahsin Thohari, 2004 : 45). 
 
Dalam pandangan lain menurut Montesquieu kekuasaan absolut 
perlu dicegah dengan menawarkan konsepsi monarki konstitusioanal, 
dimana kekuasaan satu membatasi kekuasaan yang lain. Konsep ini 
dikenal dengan konsep pemisahan kekuasan (trias politica). Istilah Trias 
politica ini berasal dari bahasa yunani yang artinya “Politik tiga 
serangkai”. Fungsi negara hukum harus dipisahkan dalam tiga kekuasan 
lembaga negara yaitu (Sobirin Malian, 2001 : 34). 
 
(1) Kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan yang membentuk undang-undang 
(2) Kekuasaan Yudikatif yaitu kekuasaan yang menjatuhkan sanksi atas 
kejahatan, dan yang memberikan putusan apabila terjadi perselisihan 
antara para warga. 
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(3) Kekuasaan eksekutif yaitu kekuasaan yang melaksanakan undang-
undang, memaklumatkan perang, mengadakan perdamaian dengan 
negara lain, menjaga tata tertib, menindak pemberontak.  
 
Dalam sistem suatu pemerintahan negara, ketiga jenis kekuasaan 
ini harus terpisah, baik mengenai fungsi (tugas) maupun alat perlengkapan 
(organ) yang melaksanakannya. Kekuasaan yudikatif sangat ditekankan 
oleh Montesqieu serta menekankan pula kebebasan kekuasaan yudikatif, 
karena ingin memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi warga 
negara yang pada masa itu menjadi korban raja-raja. 
 
Uraian di atas memperlihatkan bahwa Montesqieu menaruhkan 
perhatian yang sangat besar terhadap kemerdekaan kekuasaan yudikatif. 
Argumentasi yang dikemukakan pemikiran ini adalah kekuasaan yudikatif 
yang merdeka, secara maksimal dapat melindungi hak-hak warga negara 
dari kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif inilah yang secara teknis 
disebut dengan istilah Goverment (pemerintah) yang merupakan alat-alat 
perlengkapan negara. 
 
b) Tinjauan Tentang Pemisahan Kekuasaan Di Indonesia 
Menurut Jennings membedakan antara pemisahan kekuasaan 
dalam arti materiil dan pemisahan kekuasaan dalam arti formil. Adapun 
yang dimaksud pemisahan kekuasaan dalam arti materiil ialah pemisahan 
kekuasaan dalam arti pembagian kekuasaan itu dipertahankan dengan 
tegas dalam tugas-tugas kenegaraan yang dengan jelas memperlihatkan 
adanya pemisahan kekuasaan itu kepada tiga bagian : legislatif, eksekutif, 
dan yudikatif. Sedangkan yang dimaksud dengan pemisahan kekuasaan 
dalam arti formil ialah jika pembagian kekuasaan itu tidak dipertahankan 
dengan jelas. Sementara itu, Ismail Suny mengambil kesimpulan, bahwa 
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pemisahan kekuasaan dalam arti materiil itu disebut separation of power 
(pemisahan kekuasaan) sedangkan yang dalam arti formil disebut division 
of power (pembagian kekuasaan) (CST Kansil, 1983 : 80). 
 
Sebelum dilakukannya amandemen UUD 1945, Indonesia 
menganut teori pembagian kekuasaan (division of power). Hal ini karena 
UUD 1945 pada saat itu diatur dalam pasal-pasal tersendiri mengenai tiap-
tiap perlengkapan negara itu (legislatif, eksekutif, dan yudikatif), tetapi 
dengan tidak menekankan kepada pemisahannya. Pembagian Bab-bab 
dalam UUD 1945 menyebutkan Bab III tentang Kekuasaan Pemerintah 
Negara (eksekutif), Bab VII tentang Dewan Perwakilan Rakyat (legislatif) 
dan Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman (yudikatif). 
 
Dengan demikian UUD 1945 tidak menganut pemisahan dalam 
arti materiil (separation of power) akan tetapi UUD 1945 mengenal 
pemisahan kekuasaan dalam arti formil (division of power) oleh karena 
pemisahan kekuasaan itu idak dipertahankan secara prinsipil. Jelaslah 
UUD 1945 hanya mengenal division of power bukan separation of power 
(CST Kansil, 1983 : 80). 
 
Sebelum terjadi perubahan terhadap UUD 1945 struktur 
ketatanegaraan Indonesia biasanya digambarkan dalam bagan sebagai 







Gambar I.1. Struktur Ketatanegaraan Indonesia Sebelum perubahan UUD 
1945 
    MPR 
BPK DPR Presiden DPA MA 
 l 
Sumber:  A. Ahsin Thohari, 2004 : 212 
Keterangan : 
MPR ( Majelis Permusyawaratan Rakyat ) 
BPK ( Badan Pemeriksa Keuangan )  
DPR ( Dewan Perwakilan Daerah ) 
PRESIDEN 
DPA  ( Dewan Pertimbangan Agung )  
MA ( Mahkamah Agung )  
 
Bagan diatas menunjukkan bahwa sruktur ketatanegaraan 
Indonesia menurut UUD 1945 (sebelum perubahan) terdiri dari beberapa 
fungsi, yaitu pertama, legislatif yang dijalankan oleh Dewan Perwakilan 
Rakyat dan Presiden, kedua, eksekutif yang dijalankan oleh Presiden. 
ketiga, yudikatif yang dijalankan oleh Mahkamah Agung, keempat, 
inspektif yang dijalankan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, dan kelima, 
konsultatif yang dijalankan oleh Dewan Pertimbangan Agung. Bagan 
diatas juga menunjukkan adanya hubungan kekuasaan dan hubungan tata 
kerja antara Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga tertinggi 
negara (supreme body) dengan lembaga tinggi negara yang terdiri dari 
Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan, Dewan 
Pertimbangan Agung, dan Mahkamah Agung ( A. Ahsin Thohari, 2004 
:212-213) 
 
Setelah terjadi perubahan UUD 1945 struktur ketatanegaraan 
Indonesia mengalami perubahan secara signifikan, karena ada lembaga-
lembaga baru seperti, Dewan Perwakilan Daerah (DPRD), Mahkamah 
Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY), tetapi ada juga lembaga yang 
dibubarkan yaitu Dewan Pertimbangan Agung (DPA). Secara lengkap 
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struktur ketatanegaraan Indonesia setelah terjadi perubahan UUD 1945 






Gambar I.2. Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 
1945. 
Sumber:  A. Ahsin Thohari, 2004 : 213 
Keterangan : 
BPK ( Badan Pemeriksa Keuangan ) 
DPR ( Dewan Pewakilan Rakyat ) 
MPR ( Majelis Permusyawaratan Rakyat ) 
DPD ( Dewan Perwakilan Daerah ) 
PRESIDEN 
MK ( Mahkamah Konstitusi )  
MA ( Mahkamah Agung ) 
KY ( Komisi Yudisial ) 
 
Setelah terjadinya perubahan UUD 1945, terdapat tiga lembaga 
baru yang sebelumnya tidak dikenal yaitu Dewan Perwakilan Daerah 
(DPD), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY). 
Sementara itu, Dewan Pertimbangan Agung (DPA) yang sebelum 
perubahan UUD 1945 ada sekarang eksistensinya dihilangkan sama sekali 
dari struktur ketatanegaraan Indonesia. 
 
Setelah amandemen UUD 1945, dengan terjadinya pergeseran 
kewenangan membentuk undang-undang maka telah ditinggalkan teori 
pembagian kekuasaan (distribution of power) dengan prinsip supremasi 
UUD 1945 
BPK DPR MPR DPD Presiden 
 
Wakil Presiden 
MK MA KY 
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MPR menjadi pemisahan kekuasaan (separation of power) dengan prinsip 
check and balances sebagai ciri melekatnya (Ni’matul Huda, 2003 : 19).  
 
c) Mekanisme “Cheek and balance” antar Cabang Kekuasaan Yang 
Terpisah-Pisah 
Sebagai konsekwensi terjadinya pemisahan kekuasaan antara 
cabang-cabang kekuasaan eksekutif, legislatif dan judikatif, maka 
mekanisme hubungan di antara cabang-cabang kekuasaan yang terpisah-
pisahkan itu perlu diatur menurut prinsip “check and balance”, sehingga 
hubungan antara satu lembaga dengan lembaga lain dapat saling 
mengimbangi dalam kesetaraan dan kesederajatan supaya tidak ada 
kesewena-wenaan terhadap kekuasaan yang dimiliki dari masing-masing 
lembaga. 
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 Seperti yang telah diketahui bahwa sejarah konstitusi Indonesia mengalami 
pasang surut yang cukup panjang. Beberapa kali mengalami pergantian konstitusi, 
mulai dari UUD 1945, Konstitusi RIS 1949, kemudian UUDS 1950 sampai dengan 
perubahan (amandemen) UUD 1945. Pergantian konstitusi tersebut tidak serta merta 
berjalan begitu saja, tetapi membawa pengaruh besar bagi perkembangan dan 
pertumbuhan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai badan legislatif. 
 
 Dari masing-masing periode konstitusi tersebut, terdapat perbedaan Hak dan 
Kewenangan DPR di antaranya. Dalam hal ini adalah perbandingan atau komparasi 
dari segi hak dan wewenang yang dijalankan DPR sebagai badan legislatif pada 
masing-masing periode, baik dari periode UUD 1945, Konstitusi RIS sampai dengan 
UUDS 1945 dan kembali ke UUD 1945 hasil amandemen. 
 
 Melalui hak dan wewenang yang dijalankan DPR di masing-masing periode, 
dapat diamati dan ditarik kesimpulan bahwasannya masing-masing periode, baik 
UUD 1945, Konstutusi RIS 1949, UUDS 1950 sampai dengan UUD 1945 hasil 
amandemen memiliki kelebihan dan kekurangan. Bahkan bisa diamati konstitusi 
mana yang paling menonjol  dalam memberi penguatan terhadap hak dan wewenang 






 Setelah berjalannya waktu maka konstitusi aturan hukum tersebut  mengalami 
perubahan, maka hak-dan wewenang yang dijalankan oleh DPR sebagai badan 
legislatif pun juga ikut mengalami perubahan. Namun dari konstitusi-konstitusi yang 
pernah berlangsung di Indonesia bahwasannya DPR adalah tetap sebagai Dewan 
Perwakilan Rakyat yang memiliki tiga fungsi atau wewenang yaitu : 
1. Sebagai badan perundang-undangan (legislatif) 
2. Sebagai badan Pembuat anggaran (budgetting) 
3. Sebagai badan pengawasan (kontroler) 
 
Dalam menjalankan wewenangnya DPR juga memiliki hak yang diatur dalam 
UUD maupun undang-undang. DPR memiliki hak dan wewenang yang istimewa 
sebagai badan legislatif, hak tersebut antara lain:   
1. Hak inisiatif: (Pasal 21 ayat 1 UUD jo Pasal 60 Tata Tertib DPR). 
2. Hak bertanya: (Pasal 70 Peraturan Tata Tertib DPR). 
3. Hak meminta keterangan: (Pasal 70 Peraturan Tata Tertib DPR). 
4. Hak budget: (Pasal 23 ayat 1 UUD jo Pasal 63 Peraturan Tata Tertib DPR).  
5. Hak amandemen: (Pasal 70 Peraturan Tata Tertib DPR). 
6. Hak mengadakan penyelidikan (enguete): (Pasal 70 Peraturan Tata Tertib 
DPR). 
7. Hak mengajukan usul  pernyataan pendapat: (Pasal 70 Peraturan Tata Tertib 
DPR). 
 
Dalam kamus hukum karangan Prof.R.SUBEKTI, S.H. yang dimaksud 
dengan hak, recht (Belanda), right (Inggris) adalah Kebebasan untuk berbuat sesuatu 
berdasarkan hukum, sedangkan Kewajiban adalah untuk melakukan tindakan 
tersebut. Sedangkan dalam Kamus Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan Hak 
adalah sesuatu yang kita peroleh atau dapatkan, sedangkan Tugas adalah sesuatu yang 
harus atau wajib dikerjakan yang menjadi tanggung jawab seseorang tersebut. Pada 
hakekatnya antara keduanya harus seimbang, sedangkan yang dimaksud dengan 
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kewenangan adalah suatu kekuasaan yang dimiliki oleh sebagian orang atau lembaga 
untuk berbuat sesuatu karena dimana telah ditentukan dengan undang-undang  








PERBANDINGAN TUGAS DAN WEWENANG DPR 
MENURUT UUD 1945, KONSTITUSI R1S 1949, UUDS 1950 
DAN UUD 1945 SETELAH AMANDEMEN  
 
Berbicara tentang Tugas dan kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat 
secara kontitusionalnya UUD 1945 menetapkan DPR mempunyai tiga macam 
Tugas dan kewenangan yakni :  
1. Bidang Legislatif atau perundang-undangan 
2. Bidang Budgetting atau anggaran 
3. Bidang Control atau pengawasan 
 
Sebelum memulai pada pembahasan, disini penulis akan memberikan 
pembatasan mengenai tugas dan kewenangan Dewen Perwakilan Rakyat dari 
ketiga tugas dan wewenang yang disebut diatas yang akan di bahas oleh penulis 
adalah dalam bidang Legislatif atau anggaran dan bidang Budgetting atau 
anggaran. 
 
A. Tinjauan Umum Tentang Diskripsi Terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat.  
Pertumbuhan Dewan Perwakilan Rakyat telah mengalami proses dan 
perkembangan yang cukup menegangkan dari awal kemerdekaan 1945 sampai  dengan  
saat  ini,   yang  disesuaikan  dengan  kondisi  politik  dan perkembangan masyarakat 
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itu sendiri. Pertumbuhan DPR juga tidak terlepas dari zaman kolonial dengan 
terbentuknya Volksraad yang merupakan cikal bakal dari lembaga legislatif di Indonesia. 
 
Setelah kemerdekaan baru kita sangat. merasakan kehidupan yang lebih nyata 
dari kehidupan DPR, yang juga tidak lepas dari gejolak dan kesangsian akan 
eksistensinya serta. kekuasaan penguasa saat itu sampai saat ini. Konstelasi politik yang 
selalu berubah merupakan salah satu komponen yang juga mempengaruhi 
perkembangan DPR serta kebijakan yang dikeluarkan oleh DPR itu sendiri, sebelum 
kita membahas banyak tentang perkembangan kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat, 
akan diuraikan sedikit tentang sejarah terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat itu sendiri. 
 
1. Awal Pembentukan  Parlemen  pra kernerdekaan (Volksraad 1918-1942) 
Pada awalnya Belanda memulai kebijaksanaan untuk pembentukan 
parlemen untuk dapat mengambil simpati rakyat Indonesia, politik ini dilakukan 
setelah Belanda melakukan politik etis di Indonesia, Parlemen tersebut 
dinamakan Volksraad sebagai media penghubung antara pribumi dan bangsa 
penjajah Belanda dan politik ini pun tidak lepas dari kesadaran pemerintahan 
kolonial akan maraknya gerakan pembebasan nasional menuju Indonesia 
merdeka. Dan badan parlemen inipun dibentuk untuk menampung dampak 
gerakan nasional serta pembahan yang mendasar pasca perang dunia 
pembentukan Volksraad untuk mempermudah kegiatan dalam mengikutsertakan 
pribumi dalam rangka pemungutan pajak yang dilakukan pemerintahan kolonial. 
 
Volksraad dibentuk pada tahun 1918 yang pada waktu itu berfungsi 
sebagai dewan perwakilan rakyat. Di situ kaum nasionalis terkemuka dapat 
mengemukakan pendapatnya. Namun seiring berjalannya waktu, Volksraad 
hanya merupakan badan dengar pendapat yang tidak efektif. Tetapi dibalik 
politik licik yang dilakukan pihak kolonial tersebut, secara keseluruhan politik 
pembaharuan ini sedikit banyak telah membuka kesempatan untuk pertama 
42 
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kalinya bagi rakyat Indonesia dalam usaha menuju perubahan yang demokratis 
dalam menuju pemerintahan yang merdeka, meskipun demokrasi dalam arti 
sempit atau terbatas. 
 
Dalam prakteknya juga banyak terjadi kendala dalam pembangunan 
demokrasi di Indonesia pada saat pemerintahan kolonnial, terutama dengan 
pelaksanaan tugas-tugas Volksraad lebih terlihat mengutamakan memberi nasihat 
kepada gubernur jendral sebagai penguasa atau eksekutif di tanah jajahan daripada 
"menyuarakan " kehendak rakyat. Setelah mendapatkan kritikan dan beberapa organisasi 
yang berkembang dan berpikiran maju maka mulai ada kemajuan setahap dengan adanya 
penambahan orang yang terlibat dalam Volksraad tersebut dan semakin membuahkan 
bibit demokrasi bangsa Indonesia. 
 
Pada akhirnya semakin pada puncaknya setelah seorang anggota dari Volksraad 
mengecam keras parlemen tersebut yaitu H.O.S Tjokroaminoto dengan tuntutannya 
dimana pribumi juga diberikan hak untuk terlibat dalam pembuatan kebijakan yang 
akan dikeluarkan oleh pemerintahan kolonial. Namun kesadaran dalam pembangunan 
demokrasi yang dilakukan oleh putra bangsa tersebut tidak berjalan dengan mulus 
karena hal tersebut H.O.S Tjokroaminoto mendapatkan tindakan represifitas dengan 
pencekalan untuk tidak melakukan kegiatan politik, termasuk pelarangan berorganisasi di 
dalam Syarikat Dagang Islam. 
 
2. Persidangan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia 
(BPUPKI). 
Seiring dengan bergantinya kekuasaan dari pemerintah kolonial Belanda dan 
berganti ke pemerintah Jepang dengan kemenangan Jepang atas perang Pasifik, namun 
Jepang dalam poltiknya agar mendapatkan dukungan dari Indonesia untuk 
mendapatkan dukungan atas perang asia pasifik membentuk BPUPKI (dokoritsu 
zyumbai coosakai), badan penyelidik usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia 
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sebagai awal dari menuju kemerdekaan Indonesia yang akan diberikan oleh 
pemerintah Jepang, namun hal tersebut hanya mempersiapkan yang sifatnya akan 
menyelidiki kemerdekaan Indonesia, jadi tugasnya masih sangat sederhana bagi 
usaha pembentukan suatu negara merdeka. Plot politik tersebut sudah diketahui oleh 
putra pribumi yang masuk dalam BPUPKI, sehingga jalannya persidangan 
BPUPKI pun membahas yang lebih lanjut dengan membahas konsttitusi menuju 
Indonesia yang merdeka dan berdaulat. 
Pada tanggal 1 Maret 1945 dibentuk sebuah lembaga yang bernama 
Dokoritsu Zyumbi Cososakai (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan 
Kemerdekaan Indonesia) yang dibentuk oleh pemerintah pendudukan jepang di 
Indonesia dan pelantikannya baru dilakukan tanggal 28 Mei 1945 yang bertujuan 
untuk menyelidiki hal-hal  penting mengenai kemerdekaan Indonesia, jadi tugasnya 
masih sangat sederhana bagi usaha pembentukan suatu negara merdeka. Badan 
tesebut tidak mempunyai kewenangan ke arah terbentuknya Negara Indonesia 
yang merdeka secara konkrit, namun pembentukan badan ini rnerupakan plot politik 
yang dilakukan Jepang untuk mendapatkan dukungan dari rakyat Indonesia dalam 
perang Asia-Pasifik yang artinya Jepang tidak memiliki keinginan secara nyata untuk 
memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Akan tetapi dalam prakteknya badan 
tersebut sangat jauh membahas bukan saja mengadakan penyelidikan akan tetapi 
juga mempersiapkan negara yang merdeka seutuhnya. 
  
Pembentukan BPUPKI beranggotakan 62 orang yang di ketuai oleh Dr. 
Radjiman Wediodiningrat dan dibantu oleh dua orang wakil ketua yaitu R.P. 
Soeroso dan Ichibangase dan setelah persidangan yang dilakukan yang kedua 
kalinya maka anggota BPUPKI bertambah 6 orang. Dalam menjalankan tugasnya 
BPUPKI telah mengadakan sidang-sidangnya yang dapat dibagi dalam dua periode 
yakni:  pertama, tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan 1 Juni 1945 dan kedua, tanggal 
10 Juli 1945 sampai dengan 17 Juli 1945. 
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Dalam persidangan BPUPKI periode pertama pada tanggal 29 Mei 1945 
sampai dengan 1 Juni 1945 membicarakan masalah tentang dasar negara, namun 
jika dilihat dari segi materi pidato dari beberapa tokoh, salah satunya Ir Soekarno 
menyatakan empat prinsip kemerdekaan yaitu: "Kebangsaan Indonesia, 
Internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi dan kesejahteraan 
Dalam empat prinsip itu Ir.  Soekarno menjelaskan prinsip mufakat atau 
demokrasi yaitu: "semangat kebersamaan sebagai budaya murni bangsa dalam 
memecahkan segala persoalan yang dihadapi seluruh rakyat", sidang pertama 
bukan saja membahas tentang dasar negara namun juga membahas tentang daerah 
negara dan kebangsaan Indonesia.  
 
Selanjutnya dalam mengakhiri sidang pada periode pertama dibentuk 2 
kepanitian kecil yaitu panitia kecil 8 orang anggota yang bertugas, mengiventarisir 
dan menyusun usul-usul yang masuk, dan panitia kecil 9 orang anggota yang bertugas 
menyusun pembukaan Hukum Dasar yang menghasilkan rancangan pembukaan 
yang ditanda tangani oleh 9 orang anggota pada tanggal 22 Juni 1945 di Jakarta, dan 
dikenal dengan Piagam Jakarta. dalam persidangan BPUPKI kedua yang diadakan 
pada tanggal 10 Juli 1945 sampai dengan 17 Juli 1945 dalam sidang tersebut membahas 
bentuk negara yang akhirnya berbentuk Republik yang akan dipakai, pembahasan 
batas negara dan pembahasan Undang-Undang Dasar.  
 
Muhammad Yamin dalam pidatonya mengungkapkan usulan antara lain 
tentang susunan pemerintahan, perlindungan hak-hak rakyat, dan adanya enam 
kekuasaan di Indonesia antara lain (1) presiden dan wakil presiden, (2) Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, (3) Dewan perwakilan, (4) Majelis Pertimbangan, (5) 
Balai Agung dan Mahkamah Tinggi, dan (6) Kementrian.  
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Sedangkan Soepomo dalam pidatonya juga mengusulkan adanya Badan 
Perwakilan Rakyat sebagai pemegang kedaulatan rakyat. Moh. Yamin dalam 
pidatonya menegaskan pentingnya sebuah lembaga untuk menyaring aspirasi 
masyarakat dalam sebuah parlemen yang dinamakan Dewan Perwakilan Rakyat 
dan Soepomo juga menegaskan hal yang sama dalam pembentukan sebuah 
parlemen yang dinamakan Badan Perwakilan Rakyat. Tahapan tersebut yang di 
kemudian menciptakan lembaa legislatif yang ada di Indonesia sampai saat ini yang 
disebut Dewan Perwakilan Rakyat. 
 
3. Komite Nasional Pusat dan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat ( 1945-
1949)   
Kemerdekaan Indonesia yang dikumandangkan tanggal 17 Agustus 1945 
merupakan awal dari terbentuknya sebuah negara yang berdaulat dan merdeka 
secara konkrit. Kemerdekaan tersebut dikumandangkan oleh seluruh rakyat Indonesia 
yang dibacakan oleh Ir Soekarno dan Moh. Hatta yang dikemudian hari menjadi 
Presiden dan wakil presiden yang ditetapkan pada tanggal  18 Agustus  1945  dan 
sekaligus menetapkan UUD  1945 namun presiden dalam menjalankan tugasnya 
dibantu oleh KNP (Komite Nasional Indonesia Pusat) yang diatur dalam pasal 4 
Aturan Peralihan dalam UUD 1945 yang berbunyi "sebelum Majelis 
Permusyawaratan  Rakyat, Dewan  Perwakilan   Rakyat   dan    Dewan  Pertimbangan 
Agung dibentuk menurut Undang-Undang Dasar ini, segala kekuasaannya 
dijalankan oleh Presiden dengan bantuan Komite Nasional". 
 
Aturan peralihan inilah dasar hukum bagi pembentukan komite nasional 
pusat, KNP inilah yan menjadi cikal bakal badan legislatif di Indonesia, serta hari 
pembentukannya tanggal 29 Agustus 1945 diresmikan sebagai momentum lahirnya 




Mengingat Karena keberadaan KNP adalah untuk membantu Presiden 
dalam menjalankan tugasnya maka KNP membentuk Badan Pekerja KNP yang bertuas 
menjalankan kekuasaan legislative sehari-hari yang berfungsi sebagai Dewan 
Perwakilan Rakyat dengan tugas utama membentuk Undang-umdang dan tugas 
legislative lainnya dalam kegiatannya sehari-sehari. Berdirinya badan pckerja 
KNP merupakan hasil kritikan karena kurang berfungsinya KNP sebagai badan 
legislatif sebagai pendamping dari kekuasaan eksekutif dalam proses check and 
balances, hal tersebut dilakukan dalam sidang KNIP II yang dilakukan di Jakarta 
pada tanggal 16-17 Oktober 1945 yang memutuskan " Bahwa Komite Nasional 
Pusat, sebelum terbentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan 
Rakyat, diserahi kekuasaan legislative dan ikut rnenetapkan garis-garis besar haluan 
negara, serta menyetujui bahwa komite nasional pusat sehan-hari, berhubung dengan 
gentingnya keadaan, dijalankan oleh sebuah badan pekerja yang dipilih diantara 
mereka dan bertanggung jawab kepada Komite Nasional Pusat." Adapun tugas dan 
fungsi sehari-hari Badan Pekerja KNP adalah : 
a. bersama-sama dengan presiden membentuk undang-undang 
b. ikut rnenetapkan garis-garis besar haluan negara, dengan memberikan 
pertanggung jawaban kepada kornite nasional pusat pada sidang-sidang KNP. 
 
Secara keseluruhan, walaupun dalam masa peralihan dan peran 
kemerdekaan serta tempat sidang yang berpindah-pindah , namun badan pekerja 
KNP berhasil menyetujui 133 rancangan undang-undang disamping pengajuan mosi, 
resolusi, usul dan lain-lain yang bersangkutan dengan kerja sehari-hari badan 
legislatif. Rincian undang-undang yang disetujui badan pekerja KNP tahun 1945 
menghasilakan 1 buah undang-undang, tahun 1946 menghasilkan 24 buah undang-
undang, tahun  1947 menghasilkan 41 buah undang-undang, tahun 1948 
menghasilkan 35 buah undang-undang. 
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Badan pekerja komite nasional pusat menjadi cikal bakal DPR-RI sebagai 
perwujudan kedaulatan rakyat, badan tersebut yang meletakan tata tertib dan cara 
kerja DPR sesuai dengan saat itu. Pengalaman badan inilah yang menjadi modal 







B.  Perbandingan Tugas dan Wewenang DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) 
menurut   UUD 1945, Konstitusi RIS 1949, UUDS 1950 dan UUD 1945 
setelah amandemen   
 
a. Bidang Legislatif 
 
 UUD 1945 Tentang Legislatif 
pasal 20 ayat 1  
Tiap Undang-undang menghendaki persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat  
Pasal 20 ayat 2  
Jika suatu rancangan undang-undang tidak mendapat persetujuan Dewan 
Perwakilan Rakyat, maka rancangan tadi tidak boleh diajukan lagi dalam 
persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.  
Pasal 21 ayat 1  
Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan rancangan 
undang-undang. 
Pasal 21 ayat 2  
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jika rancangan itu, meskipun disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, tidak 
diserahkan oleh presiden, maka rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi 
dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat. 
Pasal 22 ayat 1  
Dalam hal ihwal kepentingan yang memaksa , presiden berhak menetapkan 
peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. 
Pasal 22 ayat 2  
Peraturan pemerintah itu harus mendapat Persetujuan Dewan Perwakilan 
Rakyat dalam persidangan yang berikut. 
Pasal 22 ayat 3  
Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus 
dicabut. 
 UUD 1949 Tentang Legislatif 
Pasal 127  Kekuasaan perundang-undangan federal sesuai dengan ketentuan-
ketentuan bagian ini, dilakukan oleh 
a. Pemerintah, bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan 
senat sekedar hal itu mengenai peraturan-peraturan tentang hal-hal 
yang khusus mengenai satu, beberapa atau semua daerah bagian atau 
bagian-bagiannya, ataupun yang khusus mengenai perhubungan , 
antara Republik Indonesia Serikat dan daerah-daerah yang tersebut 
dalam pasal 2 
b. Pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat, dalam 
seluruh lapangan pengaturan selebihnya.  
Pasal 128 ayat 1  
Usul pemerintah tentang undang-undang Disampaikan kepada Dewan 
Perwakilan Rakyat dengan amanat Presiden dan dikirimkan serentak kepada 
senat untuk diketahui  
Pasal 128 ayat 2  
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Senat berhak mengajukan usul undang-undang kepada Dewan Perwakilan 
Rakyat tentang hal-hal sebagai tersebut dalam pasal 127, sub a. apabila 
senat menggunakan hak ini maka hal itu diberitahukan serentak kepada 
presiden, dengan menyampaikan salinan usul itu. 
Pasal 128 ayat 3  
Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul undang-umdang kepada 
Pemerintah 
Pasal 130 ayat 1 
Sekalian usul undang-undang yang telah diterima oleh Dewan Perwakilan 
Rakyat dan jika usul-usul itu mengenai urusan sebagai diterangkan dalam 
pasal 127 sub a , telah dirundingkan oleh senat sesuai dengan yang 
ditetapkan dalam pasal 131 dan pasal-pasal berikutnya, memperoleh 
kekuatan undang-undang apabila sudah disahkan oleh pemerintah. 
Pasal 130 ayat 2 
Undang-undang federal tidak dapat diganggu gugat. 
 
 UUD 1950 Tentang Legislatif 
Pasal  90 ayat 1 
Usul pemerintah tentang undang-undang disampaikan kepada Dewan 
Perwakilan Rakyat dengan amanat Presiden . 
Pasal 90 ayat 2  
Dewan Perwakilan Rakyat berhak memajukan usul undang-undang kepada 
pemerintah. 
Pasal 91  
Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengadakan perubahan-perubahan dalam 
usul undang-undang yang dimajukan pemerintah kepadanya. 
Pasal 92 ayat 1 
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Apabila Dewan Perwakilan Rakyat menerima usul undang-undang 
pemerintah dengan mengubahnya ataupun tidak, maka usul itu dikirimkan 
dengan memberitahukan hal itu pada presiden. 
Pasal 92 ayat 2  
Apabila Dewan Perwakilan Rakyat menolak usul undang-undang 
pemerintah, maka hal itu diberitahukan pada Presiden. 
Pasal 95 ayat 1  
Sekalian usul undang-undang yang telah diterima oleh Dewan Perwakilan 
Rakyat memperoleh kekuatan undang-undang , apabila sudah disahkan oleh 
pemerintah. 
Pasal 95 ayat 2  




 UUD 1945 Amandemen Tentang Legislatif 
Pasal 20 ayat 1 
Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-
undang. 
Pasal 20 ayat 2 
Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh dewan Perwakilan Rakyat 
dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama. 
Pasal 20 ayat 3  
Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, 
rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan 
Dewan Perwakilan Rahyat itu. 
Pasal 20 ayat 4 
Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui 
bersama untuk menjadi undang-undang 
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Pasal 20 ayat 5  
Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut 
tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak 
rancangan undang-undang tersebut disetujui. Rancangan undang-undang 
tersebut sah menjadi undang-undang  dan wajib diundangkan. 
Pasal 21 ayat 1 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan 
undang-undang. 
Pasal 21 ayat 2  
Jika rancangan itu , meskipun disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat 
tidak disahkan oleh Presiden, maka rancangan tadi tidak boleh dimajukan 
lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu. 
Pasal 22 ayat 1 
Dalam hal ihwal kepentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan 
peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. 
Pasal 22 ayat 2 
Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan dewan perwakilan 
rakyat dalam persidangan yang berikut. 
Pasal 22 ayat 3  
Jika tidak mendapat persetujuan maka peraturan pemerintah itu harus di 
cabut.   
 
Sehubungan dengan fungsi legislatif DPR dalam konstitusionalnya, yaitu 
pasal 21 ayat 1 UUD 1945 yang mengatakan : Anggota-anggota DPR berhak 
memajukan Rancangan Undang-undang. Hak inilah secara konstitusional disebut 
hak inisiatif DPR dibidang Perundang-undangan. Namun dengan begitu adanya 
kerja sama antara presiden dan DPR dalam lapangan undang-undang berdasarkan 
pasal 5 ayat 1 dan pasal 20 ayat 1, maka pemerintah tidak bisa membuat 
peraturan perundang-undangan dengan sewenang-wenang, karena Dewan akan 
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membatasinya, berdasarkan petunjuk konstitusi sebenarnya antara DPR dan 
eksekutif kerja samanya terbatas ada waktu proses pembuatan Undang-undang 
saja. Dalam pelaksanaan Undang-undang selanjutnya pihak DPR mangambil 
posisi sebagai pengawas terhadap Pemerintah. 
 
 Selain yang dijelaskan diatas Dewan Perwakilan Rakyat juga 
memberikan persetujuan kepada presiden dalam menyatakan perang, membuat 
perdamaian dan perjanjian dengan negara lain hal tersebut dijelaskan dalam pasal 
11 UUD 1945 yang mengatakan: Presiden dengan persetujuan Dewan 
Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian 
dengan negara lain. 
 
Selanjutnya dalam hal kegentingan negara dimana presiden dapat 
mengeluarkan produk hukum peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-
undang dijelaskan pula dalam penjelasan pasal 22 dimana aturan tersebut 
memang perlu diadakan agar supaya keselamatan negara dapat dijamin oleh 
pemerintah dalam keadaan yang genting, yang. memaksa pemerintah untuk 
bertindak cepat dan tepat. Meskipun demikian, pemerintah tidak aka terlepas dari 
pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat. Oleh karena itu, peraturan pemerintah 
dalam pasal 22, yang kekuatanya sama dengan undang-undang harus disahkan 
pula oleh Dewan Perwakilan Rakyat. 
 
Bahwa untuk melaksanakan Tugas dan wewenang Dewan Perwakilan 
Rakyat mempunyai bermacam-macam hak yang ditentukan dalam UUD 1945 
yaitu: 
a. Hak inisiatif untuk mengajukan rancangan undang-undang terdapat dalam 
pasal 21 ayat 1 UUD 1945. 
b. Hak  begrooting   dalam   menetapkan   Anggaran   Pendapatan   dan Belanja 
Negara terdapat dalam pasal 23 ayat 1. 
c. Hak bertanya yaitu hak dari setiap anggota DPR untuk mengajukan 
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pertanyaan-pertanyaan kepada presiden, terdapat pada pasal 70 peaturan tata 
tertib DPR.  
d. Hak meminta keterangan yaitu berbeda dengan hak mengajukan pertanyaan, 
hak meminta keterangan ini harus diajukan kepada presiden oleh sekurang-
kurangnya 10 orang anggota, dan juga harur diajukan secara tertulis dan 
terdapat pada pasal 70 peraturan tata tertib DPR. 
e. Hak Amandemen yaitu hak DPR untuk mengajukan perubahan-perubahan 
terhadap suatu undang-undang yang diajukan presiden kepadanya, terdapat 
pada pasal 70 peraturan tata tertib DPR.  
f. Hak mengadakan penyelidikan yaitu hak DPR untuk mengadakan 
penyelidikan mengenai hal tertentu, yang harus diajukan sekurang-kurangnya 







Selain yang ditentukan dalam UUD 1945 hak-hak tersebut juga diatur 
dalam UU No. 5 Tahun 1975 dan kedua dengan UU No.2 Tahun 1985. dalam 
pasal 32 ayat (1) UU No, 2 Tahun 1985 mengatur Hak DPR sebagai berikut : 
 
a. Hak meminta keterangan kepada Presiden 
b. Hak mengadakan penyelidikan 
c. Hak mengadakan perubahan atas rancangan undang-undang 
d. Hak mengajukan pertanyaan pendapat 
e. Hak mengajukan/menganjurkan seseorang jika ditentukan oleh suatu 
peraturan perundang-undangan 
f. Hak mengajukan rancangan undang-undang 
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Awal dari pembentukannya lahir pasca Perang Dunia II, yang 
dimenangkan oleh sekutu, perubahan bentuk negara kesatuan RI menjadi 
negara federal pada akhir tahun 1949 merupakan kompromi sementara dari hasi 
perundinagan Konfrensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag. Karena keinginan 
Belanda untuk menguasai Indonesia maka dibentuk negara boneka yang tunduk 
terhadap pemerintah Belanda, sebagai konsekuensi diterimanya KMB , maka 
RI menjadi negara serikat yang dalam banyak hal sama dengan bentuk 
pemerintahan Amerika Serikat. Hal ini dituangkan dalam konstitusi RIS dimana 
menurut konstitusi RIS badan legislative RIS menjadi dua kamar, yaitu senat 
dan Dewan Perwakilan Rakyat. 
 
Wewenang yang dimiliki oleh DPR RIS adalah membuat perundang-
undangan bersama senat dan pemerintahan hal tersebut diatur dalam pasal 127 
ayat (1) Konstitusi RIS 1949 yang menyebutkan "Pe-merintah, bersama-sama 
dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan senat, sekadar hal itu mengenai 
peraturan-peraturan tentang hal yang khusus mengenai satu, beberapa atau 
semua daerah-bagian atau bagian-bagiannya, ataupun yang khusus mengenai 
perhubungan antara Republik Indonesia Serikat dan Daerah-daerah yang 
tersebut dalam pasal 2". Senat berhak mengajukan usul undang-undang kepada 
Dewan Perwakilan Rakyat tentang hal-hal sebagai tersebut dalam pasal 127, sub 
a. apabila senat menggunakan hak ini maka hal itu diberitahukan serentak 
kepada presiden, dengan menyampaikan salinan usul itu. Pasal 128 ayat 3 
menyebutkan Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul undang-
umdang kepada Pemerintah. Sekalian usul undang-undang yang telah diterima 
oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan jika usul-usul itu mengenai urusan sebagai 
diterangkan dalam pasal 127 sub a, telah dirundingkan oleh senat sesuai dengan 
yang ditetapkan dalam pasal 131 dan pasal-pasal berikutnya, memperoleh 
kekuatan undang-undang apabila sudah disahkan oleh pemerintah. Dan 
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Undang-undang federal tidak dapat diganggu gugat pernyataan ini dituangkan 
dalam pasal 130 UUD RIS.  
  
Kemudian dalam UUDS 1950 Dewan Perwakilan Rakyat sementara 
merupakan awal dari kelahiran bangsa Indonesia yang menyatukan diri dalam 
sebuah negara kesatuan RI, setelah dipecah menjadi federal dan negara boneka 
ciptaan pemerintah Belanda sebagai pemecah dalam negara kesatuan RI, pada 
tanggal 14 Agustus 1949 lewat jalan demokratis Republik Indonesia dapat 
bersatu denan pembentukan Undang-Undang Dasar Sementara, yang mulai 
berlaku mulai tanggal 17 Agustus 1950, dengan melalui pembacaan piagam 
maka dengan ini RIS secara resmi dibubarkan dan digantikan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. 
  
Kewenangan yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat dalam 
menjalankan kekuasaan perundang-undangan diatur dalam pasal 89 UUDS 
1950 "kecuali apa yang ditentukan dalam pasal 140 maka kekuasaan 
perundang-undangan, sesuai dengan ketentuan-ketentuan bagian ini, dilakukan 
oleh pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat", dalam  
menjalankan kewenangannya tersebut Dewan Perwakilan Rakyat memiliki hak 
untuk mengajukan usul undang-undang kepada pemerintah hal tersebut diatur 
dalam pasal 90 ayat (2). Pada pertengahan September 1955 tepatnya pada 
taggal 29 September 1955 telah diadakan sebuah pesta demokrasi untuk 
pertama kalinya di sebuah negara yang baru saja menginjak 10 tahun 
kemerdekaannya secara formalistik, namun partisipasi rakyat pada saat itu 
sangat besar skali hingga 87,765% pemilih yang menggunakan hak pilihnya, ini 
merupakan suatu prestasi yang mengaguman dari negara baru yang belun 
pernah mengadakan pemilihan umum. 
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Undang-undang yang dibuat oleh DPR dan pemerintah sebelumnya 
rnerupakan produk yang hukum yang cukup luwes dan memiliki nilai-nilai 
demokrasi yang ideal. Dalam pasal 35 yang isinya antara lain  
"kemauan rakyat adalah dasar kekuasaan negara, kemauan itu dinyatakan dalam 
pemilihan berkala yang jujur dan yang dilakukan menurut hak pilih yang 
bersifat umum dan berkesamaan, serta dengan pemungutan suara yang rahasia 
ataupun menurut cara yang juga menjamin kebebasan mengeluarkan 
suara"Pernilihan tersebut, menghasilkan terpilihnya wakil rakyat yang 
menduduki DPR dan juga memilih anggota konstituante yang akan menyusun 
konstitusi yang akan memperbaharui konstitusi yang lama. 
  
Karena konfigurasi politik yang berkembang maka demokrasi liberal 
yang sedikit sekali memberikan akses kepada presiden dalam bidang eksekutif 
maupun bidang legislatif maka presiden mengajukan gagasan demokrasi 
terpimpin yang memberikan kekuasaan yang luas kepada presiden dalam 
bidang eksekutif maupun dalam bidang legislatif.yang akhirnya melahirkan 
Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang isinya antara lain: 
 
(1) Membubarkan Dewan Konstituante yang dianggap gagal oleh Presiden 
karena belum tersususun sebuah konstitusi dan juga sebagai  awal  dari  
terjadinya  perpecahan. 
(2) Menetapkan UUD   1945 berlaku   kembali,   pembentukan   Majelis   
Permusyawaratan   Rakyat Sementara  yang  terdiri   dari   anggota-anggota  
Dewan  Perwakilan Rakyat   ditambah   dengan   utusan-utusan   dari   
daerah-daerah,   dan golongan-golongan.  
(3) Serta  Dewan  Pertimbangan  Agung  Sementara yang akan dilakukan 
dalam waktu sccepal-cepatya.  
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Dalam UUD Amandemen mengenai tugas dan kewenangan Dewan 
Perwakilan Rakyat, Setelah terjadi sebuah perubahan yang dhasilkan oleh 
gerakan reformasi, yang merupakan awal dari ketidak percayaan rakyat 
terhadap pemerintah dan kekuasaan lainnya maka rakyat menghendaki untuk 
turunnya Presiden Soeharto dari kekuasaannya yang otoritarian, maka 
berkenaan dengan hal tersebut tumbuhlah sebuah proses amandemen yang 
dilakukan oleh Majelis Perwakilan Rakyat, yang selanjutnya juga 
mempengaruhi perubahan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat. 
 
Perubahan pertama yang dilakukan pada tahun 1999 ditandai dengan 
penguatan peran DPR, dan sebaliknya mengurangi peran presiden, dengan 
kewenangannya dalam pembentukan Undang-Undang. Perubahan Radikal 
terhadap ketentuan pasal 5 ayat (1) bahwa Presiden memegang kekuasaan 
membentuk Undang-undang dengan persetujuan DPR, menjadi Presiden berhak 
mengajukan rancangan kepada DPR telah megurangi secara signifikan 
kekuasaan presiden dalam membut undang-undang. Perubahan pasal 5 ayat (1) 




a. Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai kekuasaan membentuk undang-
undang 
b. Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat 
dan Presiden untuk medapat persetujuan bersama. 
c. Jika rancangan undang-undang itu tidak medapat persetujuan bersama, 
rancagan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan 
Dewan Pewakilan Rakyat masa itu. 
d. Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui 
bersama untuk menjadi undang-undang. 
e. Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut 
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tidak disahkan oleh presiden dalam waktu tiga puluh hari sejak rancangan 
undang-undang itu di setujui, rancangan undang-undang tersebut sah 
menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. 
 
Ini merupakan suatu kemajuan dimana posisi Dewan Perwakilan Rakyat 
sebelum dilakukan perubahan hanya mempunya fungsi legislatif semu karena 
lebih diposisikan sebagai tukang stempel dalam membuat undang-undang, 
namun setelah perubahan Dewan Perwakilan Rakyat memiliki wewenang yang 
lebih luas, apabila dalam tiga puluh hari setelah rancangan undang-undang 










 b. Bidang Budgetting 
  
 UUD 1945 Tentang Budgetting 
Pasal 23 ayat  
Anggaran Pendapatan dan belanja ditetapkan tiap-tiap tahun dengan 
undang-undang. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui 
anggaran yang diusulkan pemerintah, maka pemerintah menjalankan 
anggaran tahun yang lalu. 
Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan Undang-undang. 
Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan Undang-undang. 
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Hal keuangan negara selanjutnya diatur dengan Undang-undang. 
Untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu 
Badan Pemeriksa Keuangan, yang peraturannya ditetapkan dengan undang-
undang. Hasil pemeriksaan itu diberitahukan kepada Dewan Perwakilan 
Rakyat.  
 
 UUD 1949 Tentang Budgetting 
Pasal 168 ayat 1  
Usul undang-undang menetapkan anggaran umum oleh pemerintah 
dimajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebelum permulaan masa 
yang berkenaan dengan anggaran itu. Masa itu tidak boleh lebih dari dua 
tahun. 
Pasal 168 ayat 2 
Usul undang-undang mengubah anggaran umum, tiap-tiap kali jika 
diperlukan dimajukan pemerintah pada Dewan Perwakilan Rakyat 
Pasal 168 ayat 3 
Usul undang-undang yang dimaksud dalam dua ayat yang lalu dirundingkan 
pula oleh senat atas dasar ketentuan-ketentuan bagian II bab ini 
 
 
 UUD 1950 Tentang Hal Budgetting 
Pasal 114 ayat 1 
Usul undang-undang penetapan anggaran umum oleh pemerintah dimajukan 
kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebelum permulaan masa yang berkenaan 
dengan anggaran itu. Masa itu boleh lebih dari dua tahun. 
Pasal 114 ayat 2 
Usul undang-undang pengubah anggaran umum, tiap-tiap kali jika perlu 
dimajukan pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat. 
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  UUD 1945 Amandemen Tentang Budgetting 
Pasal 23 ayat 1 
Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan 
keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan 
dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya 
kemakmurn rakyat. 
Pasal 23 ayat 2  
Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara 
dimajukan oleh presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat 
untuk memperhatikan pertimbangan Dewan perwakilan Daerah. 
Pasal 23 ayat 3 
Apabila Dewan Perwakilan Rakyat Tidak menyetujui  rancangan anggaran 
pendapatan dan belanja negara yang di usulkan oleh presiden, pemerintah 
menjalankan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun yang lalu.  
 
Dalam hal mengenai fungsi atau wewenang Budgetting DPR ini diatur 
dalam pasal 23 ayat (1) UUD 1945 yang merumuskan bahwa : Anggaran 
pendapatan dan belanja ditetapkan tiap-tiap tahun dengan undang-undang. Segala 
pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang. Macam dan harga 
uang ditetapkan dengan undang-undang. Hal keuangan negara peraturannya 
ditetapkan dengan undang-undang. Disini menegaskan bahwa semua kebijakan 
mengenai anggaran ditetapkan dengan Undang-undang 
 
Dalam hal mengenai wewenang anggaran yang diatur dalam pasal 168 
UUD RIS 1949  yang menyatakan penetapan anggaran yang dilakukan bersama 
antara pemerintah yang memajukan rancangan tersebut ke Dewan Perwakilan 
Rakyat dan ditetapkan bersama, dalam hal menjalankan wewenangnya DPR 
RIS mempunyai hak-hak dalam menjalankan kewenangan tersebut, hal tersebut 
diatur dalam Konstitusi RIS 1949 dalam pasal 120 ayat (1) "Dewan Perwakilan 
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Rakyat mempunyai hak interpelasi dan hak menanya, anggota-anggota 
mempunyai hak menanya". Selain itu juga DPR juga mempunyai hak 
menyelidiki (hak Angket) yang terdapat dalam pasal 121 begitu juga dengan 
hak mengajukan usul Undang-undang kepada Pemerintah yang diatur dalam 
pasal 128 ayat (3). Hak amandemen Undang-Undang yang diajukan Pemerintah 
merupakan hak yang dimiliki Dewan Perwakilan Rakyat yang diatur dalam 
pasal 129 yang mengatakan "Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengadakan 
perubahan-perubahan yang dimajukan oleh pemerintah atau senat kepadanya" 
 
Dalam hal mengenai wewenang anggaran yang dimiliki oleh Dewan 
Perwakilan Rakyat diatur dalam pasal 114 UUDS 1950 dimana usul undang-
undang penetapan anggaran umum oleh pemerintah dimajukan kepada Dewan 
Perwakilan Rakyat sebelum permulaan masa yang berkenaan dengan anggaran 
itu. Dan dalam hal pengawasan terhadap keuangan negara dilakukan oleh 
Dewan Pengawas Keuangan yang hasilnya tersebut diberitahukan kepada 
Dewan Perwakilan Rakyat, berkaitan hal tersebut terdapat dalam pasal 112 ayat 




Dalam hal mengenai wewenang anggaran yang diatur dalam UUD 1945 
Amandemen ini lebih jelas  dalam Pasal 23 ayat 1 adalah Anggaran pendapatan 
dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan 
setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan 
bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmurn rakyat. Pasal 23 ayat 2 
Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dimajukan 
oleh presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat untuk 
memperhatikan pertimbangan Dewan perwakilan Daerah. Pasal 23 ayat 3 
Apabila Dewan Perwakilan Rakyat Tidak menyetujui  rancangan anggaran 
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pendapatan dan belanja negara yang di usulkan oleh presiden, pemerintah 
menjalankan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun yang lalu. 
 
Disamping itu, beberapa hasil amandemen juga memberikan 
kewenangan lain dalam bentuk-bentuk pertimbangan, berdasarkan pasal 13 
presiden dalam pengangkatan duta dan konsul, dan menerima penempatan duta 
negara lain, juga dalam pasal 15 tentang pemberian amnesty dan abolisi, Dewan 
Perwaklan Rakyat mempunyai wewenang dalam memberi pertimbangan 
kepada Presiden. Kekuasaan ke lembaga Dewan Perwakilan Rakyat bertambah 
dengan adanya kewenangan untuk mengisi beberapa jabatan strategis 
kenegaraan, berdasarkan pasal 23 F ayat (1) dalam hal memilih anggota Badan 
Pemeriksa Keuangan (BPK) dan berdasarkan pasal 24 C adalah hal menentukan 
tiga dari sembilan orang hakim mahkamah konstitusi, selain itu juga lembaga 
DPR juga mempunyai kewenangan dalam ikut serta menentukan Komisi 
Nasional Hak Asasi Manusia dan Komisi Pemilihan Umum.  
 
Perubahan kedua juga memberikan penambahan kekuasaan Dewan 
Perwakilan Rakyat, hak-hak Dewan Perwakilan Rakyat yang selama ini hanya 
diatur dalam UU, misalnya hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan 
pendapat namun dalam perubahan kedua menjadi hak-hak yang bersifat 
konstitusional, hak-hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan 
pendapat serta imunitas juga diatur dalam pasal 20 ayat (4), selain itu juga 
perubahan kedua menegaskan bahwa keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat 
dilakukan melalui pemilihan umum, dengan kata lain pengangkatan ditiadakan, 
hal tersebut memberikan legitimasi yang lebih besar dari Dewan Perwakilan 
Rakyat sebelumnya. 
 
Bahwa untuk melaksanakan Tugas dan wewenang Dewan Perwakilan 
Rakyat mempunyai bermacam-macam hak, selain yang ditentukan dalam UUD 
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1945, hak-hak tersebut juga diatur dalam UU No. 22 Tahun 2003 mengatur hak 
DPR sebagai berikut : 
a. hak interpelasi 
b. hak angket 
c. hak menyatakan pendapat 
d. hak mengajukan rancangan undang-undang 
e. hak mengajukan pertanyaan 
f. hak menyampaikan usul dan pendapat 
g. hak memilih dan dipilih 
h. hak membela diri 
i. hak imunitas 
j. hak protokoler, dan 
k. hak keuangan dan administaratif. 
 
Tetapi dalam hal ini penulis membahas Tugas dan Kewenangan Dewan 





C. Permasalahan Yang Timbul Dari Perubahan UUD Mengenai Tugas dan 
Kewenangan DPR Dalam Bidang Legislatif Dan Budgetting Dan Cara 
Mengatasinya  
 
Demokrasi memiliki arti penting bagi masyarakat yang menggunakannya 
sebab dengan demokrasi hak-hak masyarakat untuk menentukan sendiri jalannya 
organisasi negara lebih dijamin. Maka pengertian atau definisi demokrasi selalu 
mengerucut pada diberikannya posisi penting bagi warga negara dalam 
menentukan. jalannya pemerintahan negara. Dengan demikian dalam bahasa 
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sederhana dapatlah dikatakan bahwa negara demokrasi adalah negara yang 
diselenggarakan berdasarkan kehendak rakyat. Hal tersebut disebabkan karena 
demokrasi merupakan suatu bentuk kekuatan yang digerakkan oleh rakyat. 
 
Di Indonesia menerapkan Demokrasi tidak langsung dimana dalam 
menjalankan demokrasinya di Indonesia melalui perwakilan yang dicalonkan 
melalui partai politik yang ada yang selanjutnya ikut dalam pemilihan umum, 
beberapa orang tersebut yang dihasilkan melalui pemilihan umum itu yang 
kernudian akan duduk dalam sebuali lembaga yang disebut Dewan Penwakilan 
Rakyat, karena konteks di Indonesia pemilihan anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat melalui partai-partai politik yang ada maka dalam menjalankan 
wewenangnya cenderung menyesuaikan dengan konstelasi politik yang ada, Teori 
Sosiologi Rieker yang menganggap bahwa Lembaga perwakilan bukanlah 
bangunan politik tetapi sebagai bangunan sosial (masyarakat) yang ini berfungsi 
bahwa dalam menjalankan wewenangnya harus berdasarkan atas kebutuhan 





a. Permasalahan yang muncul dalam Bidang Legislatif Dan Budgetting  akibat 
bergantinya UUD   
 
Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan sehubungan 
dengan fungsi legislatif DPR dalam konstitusionalnya, yaitu pasal 21 ayat 1 UUD 
1945 yang mengatakan : Anggota-anggota DPR berhak memajukan Rancangan 
Undang-undang. Hak inilah secara konstitusional disebut hak inisiatif DPR 
dibidang perundang-undangan. Namun dengan begitu adanya kerja sama antara 
presiden dan DPR dalam lapangan undang-undang berdasarkan pasal 5 ayat 1 
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sangat memberikan kekuasaan yang sangat besar karena menyebutkan bahwa 
Presiden memiliki kekuasaan dalam membuat undang-undang.  
 
Berdasarkan petunjuk konstitusi sebenarnya antara DPR dan eksekutif 
kerja samanya terbatas pada waktu proses pembuatan Undang-undang saja. 
Dalam pelaksanaan Undang-undang selanjutnya pihak DPR mangambil posisi 
sebagai pengawas terhadap Pemerintah namun itu tidak terjadi karena dalam 
Undang-Undang Dasar 1945 tidak memberikan hak secara tertulis. Eksekutif 
sangat dominan, kehidupan pers dikendalikan, legislatif dicirikan sebagai 
lembaga yang lemah karena perannya juga masih dikendalikan oleh eksekutif 
dimana jalan yang ditempuh dengan Justifikasi melalui cara-cara konstitusional 
sehingga berjalan rnenuju otoritarinnya memang didasarkan pada peraturan yang 
secara "formal" ada dan dibuat 
 
Besar dan kuatnya pcngaruh dan peranan pemerintah (eksekutif) tersebut 
dapat dilihat dalam pembuatan peraturan perundang-undangan yang seluruhnya 
didominasi oleh keinginan politik pemerintah sebab lembaga legislatif yang 
seharusnya berperan sudah menjadi tak berdaya di dalam genggaman pengaruh 
eksekutif sehingga posisi Dewan Perwakilan Rakyat hanya mempunyai fungsi 
legislasi semu karena lebih diposisikan sebagai tukang stempel dalam membuat 
undang-undang. 
 
Dalam perkembangan perjalanan kenegaraan pasca terjadi KMB 
(Konfrensi Meja Bundar) maka UUD 1945 digantikan posisinya dengan 
Konstitusi RIS 1949, Wewenang yang dimiliki oleh DPR RIS adalah membuat 
perundang-undangan bersama senat dan pemerintahan hal tersebut diatur dalam 
pasal 127 ayat (1) Konstitusi RIS 1949 yang menyebutkan "Pemerintah, bersama-
sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan senat, sekadar hal itu mengenai 
peraturan-peraturan tentang hal yang khusus mengenai satu, beberapa atau semua 
daerah bagian atau bagian-bagiannya, ataupun yang khusus mengenai 
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perhubungan antara Republik Indonesia Serikat dan Daerah-daerah yang tersebut              
dalam pasal 2", hal tersebut merupakan kelebihan dari Konstitusi RIS dimana 
dalam menjalankan kewenangan dalam membuat undang-undang DPR juga 
bersama-sama membuatnya dengan anggota senat, yang merupakan perwakilan 
dari daerah atau negara bagian, namun kelemahannya karena senat lebih 
mendominasi maka lebih banyak kekhususan dari daerah salah satu, misalnya 
lebih banyak dari daerah Jawa saja. 
 
Selain itu juga berwenang mengontrol pemerintah, dengan catatan 
presiden tidak dapat diganggu gugat, tetapi para menteri bertanggung jawab 
kapada DPR RIS atas seluruh "kebijaksanaan pemerintah, baik bersama-sama 
untuk seluruhnya maupun masing-masing bagiannya sendiri dan hal tersebut 
terdapat dalam pasal 120 ayat (2) Konstitusi RIS 1949, Tetapi DPR tidak dapat 
menjatuhkan menteri atau memberhentikan menteri (pemerintah). Dalam hal 
tersebut membuat posisi DPR yang tidak jelas sehingga terlihat DPR terlihat 
sebagai Staff ahli pemerintah yag membantu kerja presiden dala melakukan 






Kewenangan mengontrol atau pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat 
juga diatur dalam pasal 140 Konstitusi RIS 1949, dimana dalam kegentingan 
Negara pemerintah dapat mengeluarkan Undang-undang Darurat, segera sesudah 
ditetapkan disampaikan pada Dewan Perwakilan Rakyat yang merundingkan 
peraturan ini menurut yang ditentukan tentang merundingkan usul undang-undang 
pemerintah dan apabila ditolak oleh Dewan Perwakilan Rakyat, maka peraturan 
ini tidak berlaku lagi karena hukum, setelah adanya pengakuan dan keinginan 
bersama untuk mempersatukan kembali Bangsa Indonesia maka berlakulah 
UUDS 1950, Pengakuan terhadap kedaulatan rakyat pun digariskan secara tegas 
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dalam UUDS 1950 ini terbukti dengan adanya pemilihan umum yamg melibatkan 
banyak partai didalamnya Pemilihan umum yang diselenggarakan pada tahun 
1955 dimaksudkan untuk memilih anggota-anggota konstituante dan anggota 
DPR, sehingga posisi Dewan Perwakilan Rakyat saat itu sangat kuat karena 
keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat dilakukan melalui pemilihan umum, 
dengan kata lain pengangkatan ditiadakan, hal tersebui memberikan legitimasi 
yang lebih besar dari Dewan Perwakilan Rakyat sebelumnya, yang diatur dalam 
Konstitusi RIS 1949. 
 
Sehingga dalam menjalankan wewenangnya dalam bidang pengawasan 
terhadapnya jalan pemerintahan, DPR memiliki wewenang yang lebih luas hingga 
dapat menjatuhkan pemerintahan melalui mosi tidak percaya yang biasanya 
diawali melalui hak interpelasi yang artinya sama dengan hak meminta 
keterangan, dalam praktek dan kepustekaan hak interpelasi sangat erat dengan 
meminta pertanggung jawaban merigenai suatu kebijakan pemerintah, atau suatu 
peristiwa yang sangat penting bagi bangsa dan negara. 
 
Setelah kembali ke UUD 1945 dalam ketatanegaraan di Indonesia terjadi 
amandemen sebanyak empat kali. Setelah UUD 1945 mengalami Perubahan 
merupakan Konstitusi yang lebih baik dalam memberi penguatan terhadap 
wewenang dan hak Dewan Perwakilan Rakyat karena semua wewenang dan hak 
DPR tersebut tertulis secara komprehensif dalam Undang-Undang Dasar 1945 
setelah perubahan oleh sebab itu Undang-Undang Dasar tersebut memberikan 
penguatan terhadap wewenang dan hak DPR, dalam hal tersebut akan dipaparkan 
beberapa analisa mengenai hal tersebut. 
 
Undang-Undang Dasar 1945 setelah Perubahan menegaskan bahwa 
keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat dilakukan melalui pemilihan umum, 
dengan kata lain pengangkatan ditiadakan, hal tersebut memberikan legitimasi 
yang lebih besar dari Dewan Perwakilan Rakyat sebelumnya, Selain itu juga 
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perubahan kedua merupakan suatu kemajuan dimana posisi Dewan Perwakilan 
Rakyat sebelum dilakukan perubahan hanya mempunyai fungsi legislasi semu 
karena lebih diposisikan sebagai tukang stempel dalam membuat undang-undang, 
namun setelah perubahan Dewan Perwakilan Rakyat memiliki wewenang yang 
lebih luas pasal 5 ayat (1) diikuti dengan perubahan pasal 20 UUD 1945, apabila 
dalam tiga puluh hari setelah rancangan undang-undang tersebut disetujui maka 
harus di sahkan. 
 
Selain dalam hal pembuatan undang-undang, hasil amandemen 
menetapkan DPR sebagai lembaga penentu dalam memberi persetujuan terhadap 
beberapa agenda kenegaraan. Berdasarkan ketentuan pasal 11 ayat (1) presiden 
dalam menyatakan perang membuat perdamaian, perjanjian dengan negara lain 
harus mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, begitu juga dalam 
pasal 11 ayat (2) presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang 
menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait 
denga beban keuangan negara, kekuasaan  ke  lembaga Dewan Perwakilan  
Rakyat bertambah dengan adanya kewenangan untuk mengisi beberapa jabatan 
strategis kenegaraan, berdasarkan pasal 23 F ayat (1) dalam hal memilih anggota 
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan berdasarkan pasal 24 C adalah hal 
menentukan tiga dari sembilan orang hakim Mahkamah Konstitusi, selain itu juga 
lembaga DPR juga mempunyai kewenangan dalam ikut serta menentukan Komisi 
Nasional Hak Asasi Manusia dan Komisi Pemilihan Umum. 
 
Perubahan kedua juga memberikan penambahan kekuasaan Dewan 
Perwakilan Rakyat, hak-hak Dewan Perwakilan Rakyat yang selama ini hanya 
diatur dalam UU, misalnya hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan 
pendapat namun dalam perubahan kedua menjadi hak-hak yang bersifat 
konstitusional, hak-hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan 
pendapat serta imunitas juga diatur dalam pasal 20 ayat (4), kelemahan dalam 
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Undang-Undang Dasar 1945 tersebut adalah dalam memberikan kewenangan 
DPR terlalu luas seperti beberapa hasil amandemen juga memberikan 
kewenangan lain dalam bentuk-bentuk pertimbangan, berdasarkan pasal 13 
presiden dalam pengangkatan duta dan konsul, dan menerima penempatan duta 
negara lain yang hal tersebut dipandang sebagai suatu hal yang kurang sesuai 
dengan doktrin Ilmu Hukum Tatanegara yang memandang bahwa wewenang 
melakukan hubungan luar negeri sebagai kekuasaan asli eksekutif (original power 
of executive). Juga dalam pasal 15 tentang pemberian amnesty dan abolisi, Dewan 
Perwakilan Rakyat   mempunyai   wewenang   dalam   memberi   pertimbangan   
kepada Presiden. 
 
Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa permasalahan-
permasalahan yang muncul dalam diri DPR akibat bergantinya undang-undang 
dasar di Indonesia, antara lain : 
1) Dalam UUD 1945 disebutkan bahwa  DPR adalah pembuat undang-
undang tetapi harus mendapat persetujuan dari Presiden. Presiden yang 
sebenarnya adalah badan eksekutif, namun dengan begitu adanya kerja 
sama antara presiden dan DPR dalam lapangan undang-undang 
berdasarkan pasal 5 ayat 1 sangat memberikan kekuasaan yang sangat 
besar karena menyebutkan bahwa Presiden memiliki kekuasaan dalam 
membuat undang-undang. Sehingga wewenang DPR terkesan dikebiri 
dan tidak lagi sesuai dengan job atau tugasnya secara murni membuat  
undang-undang. 
2) DPR hanya memposisikan dirinya sebagai pengawas Presiden, namun 
kenyatannya hal tersebut tidak terjadi karena dalam UUD 1945 tidak 
memberikan hak tersebut secara tertulis kepada DPR.  
3) Peran lembaga eksekutif dalam hal ini presiden sangat dominan. Hal ini 
terlihat dalam pembuatan peraturan perundang-undangan yang 
seluruhnya didominasi oleh keinginan politik pemerintah, sehingga DPR 
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hanya berfungsi sebagai legislasi semu karena lebih diposisikan sebagai 
tukang stempel dalam membuat undang-undang. 
4) Wewenang yang dimiliki oleh DPR masa UUD RIS adalah membuat 
perundang-undangan bersama senat dan pemerintahan. Ini merupakan  
kelebihan dari Konstitusi RIS karena dalam menjalankan kewenangan 
dalam membuat undang-undang DPR juga bersama-sama membuatnya 
dengan anggota senat, yang merupakan perwakilan dari daerah atau 
negara bagian, namun kelemahannya karena senat lebih mendominasi 
maka lebih banyak kekhususan dari daerah salah satu, misalnya lebih 
banyak dari daerah Jawa saja. Sehingga jelas terlihat dominasi 
kedaerahan atau dominasi dari satu kelompok tertentu. 
5) Wewenang DPR masa UUD RIS juga menjadi kabur karena DPR 
memiliki wewenang dalam mengontrol pemerintah dan 
memberhentikannya, namun dalam kenyataannya DPR hanya sekedar 
staf ahli pembantu presdien saja. 
6) DPR masa UUDS 1950 memiliki legitimasi kekuasaan yang sangat kuat 
karena pada masa tersebut diselenggarakannya Pemilihan Umum, di 
mana pemilu tersebut salah satunya untuk memilih anggota DPR, 
sehingga meniadakan istilah pengangkatan anggota DPR. DPR pada 
masa ini juga memiliki wewenang yang luas sehingga sewaktu-waktu 
dapat menjatuhkan pemerintahan. 
7) DPR setelah kembali ke UUD 1945 dan setelah amandeman memiliki 
kekuasaan yang lebih kuat lagi, karena sebelumnya hanya dianggap 
sebagai ahli legislasi saja dan hanya dianggap sebagai pembantu 
presiden saja, DPR masa ini dapat mengepakkan sayapnya untuk 
menduduki jabatan tertentu. Namun kelemahannya, dalam memberikan 
kewenangan DPR terlalu luas.  
 
b. Solusi dari permasalahan-permasalahan yang muncul dalam Bidang Legislatif 
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Dan Budgetting  akibat bergantinya UUD   
 
Teori Hukum Obyektif yang digagas oleh Duguit yang mengatakan bahwa 
dasar dari hubungan antara rakyat dan wakilnya adalah solidaritas. Wakil rakyat 
melaksanakan tugas kenegaraannya hanya atas nama rakyat, namun pada 
Undang-Undang Dasar 1945 tidak rnencerminkan hal tersebut namun lebih 
mencerminkan. Teori Organ yang dipopulerkan oleh Von Gierke, teori ini 
memposisikan negara sebagai organisasi yang memiliki alat-alat kelengkapan 
seperti eksekutif, parlemen dan rakyat yang masing-masing berfungsi sendiri. 
Ketika rakyat telah menempatkan wakilnya di Lembaga Parlemen maka mereka 
tidak perlu lagi mencampuri Lembaga tersebut. 
 
Namun kelemahannya hal tersebut dapat membuat ketidakstabilan 
konstelasi politik, karena jatuh bangunnya kabinet tanpa adanya sebuah Resolusi 
yang jelas yang dihasilkan DPR dalam menjalankan kerja pemerintahan akan 
menimbulkan kebingungan dalam menjalankan pemerintahan yang nantinya akan 
diakhiri dengan penjatuhan kabinet kembali, hal tersebut cenderung sesuai dengan 
Teori Mandat, Dalam teori ini wakil yang duduk di Lembaga Perwakilan 
mendapat mandat dari rakyat sehingga disebut mandataris dan akan menimbulkan 
arogansi apabila tidak dibatasi dengan tegas oleh sebuah Undang-Undang Dasar 
yang mengaturnya. Oleh karena itu dalam membuat suatu aturan hukum atau 
perundang-undangan dan anggaran hendaknya benar-benar di cermati betul oleh 
lembaga-lembaga negara yang berwenang tersebut, dan bukan di kerjkan atau 
dibuat secara instan yang hasil dari kebijakan tersebut dapat berat sebelah dalam 
arti menguntungkan salah satu pihak. 
 
  DPR sebagai wakil rakyat yang duduk di kursi pemerintahannya 
hendaknya bekerja dan menjalankan tugasnya sesuai dengan job deskripsi yang 
sudah sewajarnya menjadi tugasnya. DPR mengemban amanat rakyat dan aspirasi 
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rakyat, sehingga setiap sepak terjangnya dipantau oleh rakyat. DPR harus 
bersikap sebagaimana ia mengemban janjinya kepada rakyat sebelum dilantik.  
 
Kemudian yang paling penting adalah adanya ceek and balance antar 
lembaga-lembaga negara khususnya dalam hal ini mengenai legislatif dan 
budgetting, supaya ada proses saling mengontrol yang nantinya hasil dari 
pemikiran dan kebijakan lembaga-lembaga tersebut tidak merugikan rakyat dan 
negara melainkan hasil dari kebijakan lembaga tersebut dapat membuat suatu 















Dan pembahasan-pembahasan yang sudah dikemukakan di bab-bab 
sebelumnya mengenai perkembangan Tugas dan Kewenangan Dewan 
Perwakilan Rakyat berdasarkan UUD 1945, Konstitusi RIS 1949, UUDS 1950 
dan UUD 1945 setelah perubahan, maka dapat disimpulkan perbedaan  sebagai 
berikut mengenai kewenangan dalam membuat Undang-Undang :  
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1. a.   Dalam hal Legislatif atau penetapan Undang-Undang  pada masa periode 
UUD 1945 sehubungan dengan fungsi legislatif Pasal 21 ayat (1) anggota 
DPR berhak mengajukan rancangan Undang-Undang  hak inilah secara 
konstitusional disebut hak inisiatif DPR dibidang perundang-undangan, 
Sedangkan pada periode UUD RIS 1949 terdapat perbedaan di dalam 
ketatanegaraan mengenai kewenangan pembuatan Undang-Undang, yaitu 
Pemerintah bersama dengan DPR dan Senat dalam membuat Undang-
Undang, kemudian periode UUDS 1950 DPR bersama pemerintah 
membentuk Undang-Undang disini DPR mempunyai hak untuk 
mengajukan usul Undang-Undang pada pemerintah diatur dalam pasal 90 
ayat 2, pada masa periode berlakunya UUDS ini kewenangannya sama 
dengan pada masa berlakunya UUD 1945,  dan yang paling signifikan 
adalah pada UUD Amandemen disini DPR mengalami penguatan dalam 
kewenangan pembentukan Undang-Undang perubahan radikal terhadap 
pasal 5 ayat 1 bahwa presiden memegang kekuasaan membentuk Undang-
Undang dengan persetujuan DPR, disini jelas bahwa kedudukan Presiden 
sebagai lembaga eksekutif sejajar dengan lembaga legislatif yaitu DPR.  
 
 
b. Dalam hal penetapan anggaran masa periode berlakunya UUD 1945 
dalam pasal 23 ayat 1 mengandung makna yang sama seperti halnya 
pada pasal 23 ayat 3 UUD 1945 Amandemen yang garis besarnya 
menyebutkan apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui 
usulan rancangan pendapatan belanja negara yang diajukan oleh 
presiden maka pemerintah memakai anggaran tahun yang lalu. 
Sedangkan dalam UUD 1949 Pasal 168 ayat 1 Usul undang-undang 
menetapkan anggaran umum oleh pemerintah dimajukan kepada 
Dewan Perwakilan Rakyat sebelum permulaan masa yang berkenaan 
74 
 lxxxix
dengan anggaran itu. Masa itu tidak boleh lebih dari dua tahun. 
Kebijakan ini berbeda dengan isi dari pasal  114 ayat 1 UUD 1950 
yang menyebutkan Usul undang-undang penetapan anggaran umum 
oleh pemerintah dimajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat 
sebelum permulaan masa yang berkenaan dengan anggaran itu. Masa 
itu boleh lebih dari dua tahun.  
2.            Bahwa dari permasalan yang timbul dari lembaga negara yang 
berwenang dalam fungsi legislatif dan budgetting akibat bergantinya 
UUD itu akan membuat pembaharuan bagi Dewan Perwakilan Rakyat 
yang disini sebagai badan Legislatif, yang dahulunya diibaratkan 
sebagai tukang stempel, karena pada waktu itu Eksekutif yang 
mempunyai kewenangan yang lebih luas tetapi dengan adanya 
perubahan maka kedudukannya antara  Eksekutif dan Legislatif 
seimbang, dan diharapkan dengan adanya keleluasaan Legislatif dapat 







Menurut penulis berdasarkan pemaparan permasalahan pada bab-bab 
sebelumnya, Seiring Dengan adanya perubahan ketatanegaraan sehingga terjadinya 
pula perubahan terhadap kewenangan dan hak-hak yang dimiliki oleh Dewan 
Perwakilan Rakyat dalam menjalankan Tugas dan wewenangnya tersebut, perlu 
dilakukan beberapa hal antara lain :  
1. Membuat hubungan antara Dewan Perwakilan Rakyat dengan Presiden 
menimbulkan hubungan keseimbangan, maka Dewan Perwakilan Rakyat hendaknya 
 xc
mampu melaksanakan peranannya dan mewujudlcan fungsi dalam rangka 
memelihara hubungan keseimbangan kekuaaan dengan Presiden, dalam sistem 
pengawasan. yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat bukan semata-mata 
persoalan pambagian atau pemisahan kekuasaan tetapi pembagian kekuasan atau 
pemisahan dalam konteks pengawasan harus dilakukan untuk menentukan tanggung 
jawab secara hukum, politik, dan moral. 
2. Dengan adanya penguatan DPR harus lebih aktif dan lebih tanggap terhadap 
pembentukan hukurn khususnya melalui terwujudnya perundang-undangan yang 
relevan. Adapun berkenaan dengan posisi pemerintah yang kuat dalam proses 
pembentukan undang-undang, sehingga undang-undang dipandang sebagai alat 
legitimasi bagi apa yang dikehendaki dan diinginkan oleh pemerinah dan sehingga 
tidak berorientasi kepada asas demokrasi, keadilan, kebenaran dan sebagainya, 
apalagi pengayoman pada rakyat banyak, menuntut peran Dewan Perwakilan 
Rakyat untuk dapat membatasinya. DPR sebagai Dewan Perwakilan Rakyat atau 
sebagai wakil rakyat yang duduk di pemerintahan  hendaknya benar-benar membawakan 
suara rakyat bukannya kepentingan diri sendiri. Karena itu anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat harus benar-benar memahami dan memiliki pengertian 
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